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KATA PENGANTAR

Puji syukur praktikan panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga praktikan dapat
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Suku Badan
Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara dan
Kabupaten Kepulauan Seribu tepat waktu.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
mendapakan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Selama proses pelaksanaan PKL sampai dengan penyusunan laporan
PKL, praktikan mendapatkan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak.
Oleh karena itu, praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga besar praktikan yang telah memberikan
doa dan dukungan baik moril maupun materil sehingga praktikan
diberi kelancaran dalam melaksanakan dan menyusun laporan PKL;

2. | Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E. M.Si., Ak., CA., selaku Koordinator
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta;

3. Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing praktikan
yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses
penyusunan laporan PKL;

4. H. Carto, S.E., selaku Kepala SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara

dan Kabupaten Kepulauan Seribu;



Hj.Sukmawati, S.E., selaku Kepala Subbagian Tata Usaha;

Robinson Sinaga, S.E., S.Komp., selaku Kepala Subbidang
Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding (PKB) dan
Muhammad Effendi, S.Sos. serta Okky Shabrina, S.STP., selaku
anggota Subbidang PKB;

Seluruh karyawan SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan
Kabupaten Kepulauan Seribu yang telah memberikan ilmu yang
bermanfaat serta pengalaman selama praktikan melaksanakan PKL;
Teman-teman S1 Akuntansi 2015 dan seluruh pihak yang tidak bisa
praktikan sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat
dan motivasi untuk praktikan sejak persiapan PKL sampai dengan
laporan ini selesai disusun.

Praktikan menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam

penyusunan laporan PKL ini. Oleh karena itu, praktikan mengharapkan

kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang.

Semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak

positif.

Jakarta, 01 Januari 2019

Praktikan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL
Mahasiswa merupakan masyarakat intelektual dan generasi penerus yang

diharapkan dapat membawa perubahan baik bagi suatu bangsa. Bukan hanya
menguasai ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama kuliah, mahasiswa
dituntut untuk menjadi seorang yang profesional, memiliki keterampilan dalam
menggunakan teknologi, etos kerja yang tinggi, kemampuan beradaptasi, serta
mental yang kuat agar dapat bersaing di dunia kerja.

Disamping itu, menurut Fachreza (2017:2), penyerapan tenaga kerja dan
pengangguran merupakan masalah yang sangat sulit ditangani oleh pemerintah di
era globalisasi ini. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan
perluasan lapangan pekerjaan dan kualitas individu juga merupakan masalah yang
cukup besar yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran meningkat.

Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2018 didominasi oleh penduduk
bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) sebanyak 75,99 juta orang atau
59,80 persen. Sementara tenaga kerja lulusan universitas yang terserap hanya
sebesar 11,71 juta orang atau 9,22 persen. Kemudian, pada rentang waktu Agustus
2017 sampai Februari 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan
universitas mengalami kenaikan sebesar 1,13 persen, yaitu dari 5,18 persen

menjadi 6,31 persen (Badan Pusat Statistik, 2018).



Data tersebut menunjukkan bahwa menjadi lulusan universitas yang dinilai
mampu dan layak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan maupun
bidang yang ditekuni bukan suatu hal yang mudah. Tidak semua lulusan
universitas mampu untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh penyedia kerja.
Memiliki kecerdasan intelektual berkaitan dengan teori-teori yang dipelajari di
dalam Kkelas, ternyata tidak cukup jika tidak diimbangi dengan kemampuan
pengimplementasiannya. Mengingat persaingan di dunia kerja sangat Kketat,
mahasiswa harus dapat melatih dirinya bukan hanya untuk menjadi individu yang
unggul dalam hal akademik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjadi
individu yang siap menghadapi dunia kerja.

Dunia kerja tentu berbeda dengan dunia perkuliahan. Di dunia perkuliahan,
mahasiswa hanya dibekali dengan ilmu-ilmu teoritis. Sementara di dunia kerja,
terdapat tuntutan-tuntutan lain yang harus dihadapi. Kepribadian, keterampilan,
kemampuan bekerja sama, dan kemampuan membaca situasi serta mengambil
keputusan, merupakan beberapa hal selain pengetahuan yang dapat menjadi tolak
ukur kesiapan seseorang untuk bersaing dan bertahan di dunia kerja.

Oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan lulusan-lulusan terbaiknya,
Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 Akuntansi menerapkan
suatu program yaitu Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang harus diikuti oleh para
mahasiswa. Program ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui gambaran
dunia kerja yang sesungguhnya. PKL pun menjadi salah satu syarat kelulusan bagi

mahasiswa Fakultas Ekonomi, termasuk Program Studi S1 Akuntansi.



Sebagai mahasiswa S1 Akuntansi, praktikan berkewajiban untuk
melaksanakan program PKL tersebut. Ketertarikan praktikan di bidang
perpajakan, membuat praktikan memilih Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
(SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu

sebagai tempat praktikan melaksanakan PKL.

B. Maksud dan Tujuan PKL
Program PKL merupakan salah satu upaya dari Universitas Negeri Jakarta,

khususnya program studi S1 Akuntansi dalam rangka mempersiapkan mahasiswa

dalam menghadapi dunia kerja.

Adapun maksud dari pelaksanaan PKL, yaitu:

1. Menyelesaikan mata kuliah PKL sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

2. Mempelajari secara langsung sistem kerja suatu instansi yang berwenang
untuk mengurusi pajak daerah.

3. Mempelajari sikap-sikap yang harus dimiliki untuk dapat bertahan dan
bersaing di dunia kerja, seperti disiplin, tanggung jawab, terampil, dan
profesional.

4. Mempelajari cara untuk tetap dapat melakukan pekerjaan dengan tenang dan
fokus meskipun sedang berada dibawah tekanan.

5. Mengimplementasikan teori-teori yang sudah praktikan pelajari di bangku

perkuliahan, khususnya tentang perpajakan daerah.



Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL, yaitu:

Memperoleh pengetahuan tentang suatu bidang kerja yang berkaitan dengan
perpajakan daerah.

Memperoleh gambaran mengenai sistem kerja dari instansi yang berwenang
untuk mengurusi pajak daerah.

Memperoleh kemampuan membaca situasi dan mengambil keputusan pada
saat melakukan suatu pekerjaan.

Memperoleh kemampuan bekerja dibawah tekanan.

Memperoleh pengetahuan mengenai pengimplementasian teori-teori yang

sudah praktikan pelajari di bangku kuliah.

Kegunaan PKL

PKL memberikan beberapa kegunaan, baik bagi praktikan, Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta, dan tempat praktikan melaksanakan PKL, yaitu Suku

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara dan

Kabupaten Kepulauan Seribu.

Adapun kegunaan-kegunaan tersebut, diantaranya:

Bagi Praktikan

a. Memberikan gambaran kepada praktikan terkait dengan kondisi dan
tantangan pada dunia kerja.

b. Sarana praktikan dalam mengimplementasikan teori yang telah diperoleh

diperkuliahan.



C.

Melatih praktikan untuk lebih bertanggung jawab, disiplin, profesional,
dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki kemampuan untuk
bekerja dibawah tekanan.

Menambah wawasan dan pengalaman praktikan agar lebih siap bersaing

di dunia kerja.

Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

a.

Membangun hubungan baik antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta dengan tempat pelaksanaan PKL.

Menyiapkan lulusan-lulusan terbaik yang terlatih dan mampu bersaing di
dunia kerja.

Bahan evaluasi untuk menyempurnakan program pendidikan di
Universitas Negeri Jakarta dalam rangka menghasilkan tenaga kerja yang
profesional serta terampil sesuai dengan kebutuhan instansi/perusahaan.
Membuka peluang bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi kedepannya untuk

melaksanakan PKL di tempat yang sama.

Bagi SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten

Kepulauan Seribu

a.

Realisasi program instansi yang memberikan kesempatan bagi
mahasiswa untuk melaksanakan PKL.

Membantu kegiatan operasional instansi sehingga pekerjaan dapat selesai
lebih cepat.

Membangun hubungan baik antara instansi dan Universitas Negeri

Jakarta.



d. Dapat ikut serta menyiapkan tenaga kerja terdidik yang siap menghadapi

tantangan di dunia kerja.

D. Tempat PKL
Praktikan melaksanakan PKL di instansi yang bertugas mengurusi pajak

daerah. Berikut merupakan data tempat praktikan melaksanakan PKL:
tempat : Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota
Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan
Seribu
alamat : Kantor Walikota Jakarta Utara Blok R Lantai Dasar, Jalan
Yos Sudarso Nomor 27 — 29 Jakarta Utara
telepon/faks  : (021) 4358788
e-mail : sbprd.utara@gmail.com
Praktikan memilih melaksanakan PKL di Suku Badan Pajak dan Retribusi
Daerah (SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan
Seribu karena praktikan ingin mengetahui lebih spesifik mengenai sistem kerja
instansi yang bertugas mengurusi pajak daerah. Selain itu, SBPRD Kota
Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan kantor
pelayanan BPRD Provinsi DKI Jakarta yang letaknya paling dekat dengan rumah

praktikan.

E. Jadwal Waktu PKL

Selama melaksanakan PKL, praktikan melalui beberapa tahap, diantaranya:


mailto:sbprd.utara@gmail.com

1.

Tahap Persiapan
Beberapa bulan sebelum melaksanakan PKL, praktikan mencari

informasi terkait perusahaan atau instansi apa saja yang menerima mahasiswa
PKL. Awalnya praktikan mendatangi beberapa perusahaan untuk mengajukan
permohonan PKL. Tetapi sampai dua minggu sebelum PKL, praktikan belum
juga mendapatkan jawaban dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Praktikan mulai mencari informasi berkaitan dengan instansi
pemerintahan yang letaknya dekat dengan letak rumah praktikan. Akhirnya,
praktikan mendapatkan informasi dari instansi pemerintah yang mengurus
perpajakan daerah yang menerima mahasiswa PKL. Kemudian, praktikan
mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro Akademik dan
Hubungan Masyarakat (Bakhum), sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.
Kemudian, praktikan mengajukan surat permohonan PKL tersebut ke Badan
Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di
Jalan Abdul Muis Nomor 66 Jakarta Pusat.

Sesampainya di kantor BPRD, praktikan diberi berkesempatan untuk
memilih dimana praktikan ingin ditempatkan. Lalu praktikan memilih Suku
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara
dan Kabupaten Kepulauan Seribu karena letaknya lebih dekat dengan letak
rumah praktikan dibandingkan dengan kantor pelayanan BPRD yang lain.
Setelah itu, pegawai BPRD melakukan pengecekan apakah di kantor
pelayanan yang praktikan pilih sudah terdapat siswa/mahasiswa PKL atau
belum. Dan ternyata pada jadwal yang praktikan ajukan, belum ada

siswa/mahasiswa lain yang mengajukan PKL.



Praktikan diinformasikan untuk kembali lagi ke kantor BPRD tiga hari
kemudian untuk mengambil surat yang akan praktikan berikan ke Kepala
SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu
sebagai pengantar dan pemberitahuan dari BPRD bahwa praktikan akan
melakukan PKL disana. Surat tersebut terdapat pada Lampiran 2.

Tahap Pelaksanaan
Praktikan melaksanakan PKL di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu selama 42
hari kerja, yaitu dari tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan 16 September 2018.
Praktikan melaksanakan PKL dari hari Senin — Jumat pukul 08.00 — 17.00
WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 — 13.00 WIB. Adapun surat
keterangan PKL praktikan terdapat pada Lampiran 3 dan daftar hadir PKL
praktikan pada Lampiran 4.

Tahap Pelaporan

Praktikan mulai menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban
dan bukti bahwa praktikan telah melaksanakan PKL. Praktikan
mengumpulkan data yang berkaitan dengan pekerjaan praktikan dan meminta
izin kepada pihak kantor untuk menjadikan data tersebut sebagai bahan
laporan praktikan. Dalam menyusun laporan, praktikan dibantu oleh pihak
SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Selain itu, praktikan juga dibimbing oleh dosen pembimbing. Adapun kartu

konsultasi bimbingan PKL terdapat pada Lampiran 19.



BAB Il
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Instansi

Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menganut sistem daerah
otonom, dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk mengurus daerahnya
masing-masing. Oleh karena itu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk
memenuhi kepentingan masyarakat. Begitu juga dalam urusan pengelolaan pajak.
Pengelolaan pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Yang bertugas
mengurusi pajak pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan yang bertugas
mengurusi pajak daerah, kini dikenal sebagai Badan Pajak dan Retribusi Daerah
(BPRD).

Setiap instansi tentu mengalami perkembangan agar instansi tersebut dapat
terus berproses menjadi lebih baik. Untuk BPRD sendiri, sejarah perkembangan
instansi belum terdokumentasi dan terpublikasi dengan baik pada website BPRD.
Oleh karena itu, praktikan mencari dan mengolah informasi dari berbagai sumber
seperti dari SBPRD secara langsung dan dari internet untuk mengetahui sejarah
perkembangan BPRD. Sebelum bernama BPRD Provinsi DKI Jakarta, instansi ini
telah mengalami perubahan, baik dari segi nama, struktur organisasi, maupun tata
kerjanya. Berdasarkan Surat Keputusan Daerah Perwakilan Kota Sementara
Djakarta No. 18/D.K (Lembaran Kota 1952 No. 27), instansi yang berkewenangan
untuk menangani pendapatan atau perpajakan daerah telah dibentuk sejak tanggal

11 September 1952 dengan Nama Suku Bagian Padjak (1952 — 1955). Pada
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Lembaran Kotapradja Djakarta Raja No. 6 Tahun 1958 maupun Peraturan Pajak
Kendaraan Alat Pengangkutan Djakarta Raja 1958 (Lembar Kotapradja Djakarta
Radja No. 23 Tahun 1959), Suku Bagian Pajak berubah menjadi Bagian Padjak
(24 Juli 1956 — 1965). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. B.
6/6/52/1966 tanggal 22 Juni 1966 tentang Bagan Organisasi Sekretariat Daerah,
Pembagian Tugas dan Wewenang Unsur-unsur Aparatur, nama Bagian Padjak
berubah menjadi Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak (1966 — 1967).

Dalam rangka pengembangan dekonsentrasi pemungutan pajak ke unit-unit
pelaksana di wilayah tingkat kota, pada tanggal 3 September 1968, ditetapkan
Surat Keputusan Gubernur DKI Djakarta Nomor 1b.3/2/48/1968 tentang
perubahan nama dari yang sebelumnya Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak
menjadi Dinas Padjak dan Pendapatan DKI Jakarta (1968 — 1974). Kemudian
pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. B.VII-774/A/1/1975 tanggal 20
Februari 1975 tentang Perubahan Status dan Susunan Organisasi Dinas Padjak
dan Pendapatan Daerah kembali mengalami perubahan menjadi Kantor Pajak dan
Pendapatan DKI Jakarta (1975 — 1976).

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor B.VII 5651/a/1976
tanggal 01 Juli 1976 kembali mengalami perubahan nama menjadi Dinas Padjak
DKI Jakarta (1976 — 1982). Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Gubernur DKI
Jakarta No. 890 Tahun 1981, berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI
Jakarta (1983 — 2008). Kemudian, mengalami perubahan menjadi Dinas
Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Daerah No. 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
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Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 10 tahun 2008,
Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 34 tahun 2009 tentang
organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Pada perkembangan selanjutnya, dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah
No. 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah DKI
Jakarta maka Dinas Pelayanan Pajak berubah nama dan fungsinya menjadi Badan
Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Adapun tujuannya agar instansi ini lebih
fokus mengelola pendapatan daerah dari segi pajak dan retribusi daerah.

Secara ringkas, perkembangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
DKI Jakarta disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11.1
Perkembangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Periode Nama Instansi

1952 — 1955 Suku Bagian Padjak

1956 — 1965 Bagian Padjak

1966 — 1967 Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak

1968 — 1974 Dinas Padjak dan Pendapatan DKI Djakarta

1975 - 1976 Kantor Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta

1976 — 1982 Dinas Padjak DKI Jakarta

1983 — 2008 Dinas Pendapatan Daerah DK Jakarta

2009 — 2015 Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

2016 — sekarang Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Sumber: data diolah oleh penulis

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) saat ini memiliki tiga lokasi
pelayanan, yaitu Suku Badan, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dan
Unit yang melayani Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (Samsat). Tempat praktikan melaksanakan PKL, yaitu Suku Badan

tentu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan BPRD. Pada saat
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masih bernama Dinas Pendapatan Daerah, SBPRD awalnya bernama suku dinas,
yang terbagi menjadi:

1. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I.

2. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I1.
3. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan I.
4. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan 1.
5. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat .

6. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat I1.
7. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Timur.

8. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara I.

9. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara II.

Kemudian, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014
tanggal 12 September 2014, Suku Dinas Pendapatan Daerah berubah kembali
susunannya menjadi:

1. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat.
4. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Timur.
5. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 262 tahun 2016 tanggal 29
Desember 2016, Suku Dinas berubah menjadi Suku Badan dengan susunan
sebagai berikut:

1. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
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2. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan

Kabupaten Kepulauan Seribu.

4. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Selain pada tingkat kota, terdapat pula unit pelaksanaan teknis BPRD tingkat
kecamatan. Unit tersebut awalnya bernama Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD).
Kemudian berubah menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
(UPPRD).

Awalnya, UPPD dan Suku Dinas Pelayanan Pajak berfungsi sebagai unit
pelayanan pajak untuk wajib pajak secara langsung, Namun sejak
diberlakukannya peraturan mengenai UPPRD, maka SBPRD yang terdapat pada
lima wilayah kota tidak lagi melakukan pelayanan untuk Wajib Pajak secara
langsung. SBPRD hanya akan melayani pajak dalam hal penilaian, pemeriksaan,
dan pengawasan; penetapan dan penagihan; pengurangan, keberatan, dan banding
untuk semua jenis pajak yang berada di lima wilayah kota tersebut.

Ketika sebuah organisasi atau instansi didirikan, maka terdapat tujuan yang
hendak dicapai. Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk visi dan cara
mewujudkan tujuan tersebut dijabarkan dalam bentuk misi. Adapun visi dan misi
dari SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu
adalah sebagai berikut
1. Visi

Visi yang merupakan tujuan utama SBPRD adalah:
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“Pelayanan yang Profesional Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak
Daerah di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi
Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu”

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, Kkhususnya pajak daerah,
pelayanan yang profesional sangatlah penting. Karena jika pelayanannya
baik, maka Wajib Pajak akan merasa nyaman untuk menjalankan kewajiban
perpajakan. Hal ini akan berdampak pada optimalnya penerimaan pajak
daerah.

Misi
SBPRD memiliki beberapa misi dalam rangka mencapai tujuan utama,

diantaranya:

a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif.

b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan
melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan
permasalahan hukum pajak daerah.

c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan
pajak daerah.

d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana
perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran
dan program dinas.

e. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan pajak daerah.

f.  Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.
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B. Struktur Organisasi
Dalam suatu organisasi, struktur organisasi merupakan salah satu hal yang

penting. Selain menggambarkan hubungan setiap bagian, struktur organisasi juga
dapat memperjelas tingkatan dalam hal tanggung jawab dalam suatu organisasi.
SBPRD merupakan salah satu unit kerja yang menjadi bagian dalam struktur
organisasi BPRD. Struktur organisasi BPRD Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat
pada Lampiran 7. Sementara struktur oganisasi dari SBPRD Kota Administrasi
Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berdasarkan Pergub No. 262 Tahun 2016

adalah sebagai berikut:

Kepala Suku Badan Pajak dan
Retribusi Daerah

H. Carto, S.E., M.Si

Kasubbag Tata Usaha
Hj. Sukmawati, S.E.

1. Arief Chairudin, A Md.
2. Wiwiet Septiana R, STA
3. Moh. Farihi, S.Sos.

|
Kasubbid Penyelesaian

Kasubbid Penetapan dan Kasubbid Penilaian, Pemeriksaan, Pengurangan Keberatan dan
Penagihan dan Pengawasan Banding
H. Irwanto, S E. Kartini Susanty P., S.E., M.Si., Ak | Robinson Sinaga. S.E.. S. Kom

1. Yudha Prabowo, S. AP

1. Sihabudin, 8 Sos. 5. Erwin Romy N.S., SIA.

2. Ani Kurniati, $.E. 3. Robet Parsaroan, A.Md,

4. Rizki Tulus D., A.Md.

1. Muhammad Effendi, S.Sos.
2. Okky Shabrina, S.STP

3. Agus Jumali

4. Ricky Nelson

5. Ahmad Ependi, A.Md.
6. Zulfitri,S E.

Gambar 11.1: Struktur Organisasi SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara

dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Sumber: data diperoleh dari SBPRD dan dibuat kembali oleh praktikan
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Adapun tugas dari susunan organisasi yang terdapat di Suku Badan Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara:”

1. Kepala Suku Badan, mempunyai tugas:

a.

Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Badan.

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, subbidang.
Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi Suku Badan.

Mengoordinasikan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah
pada unit pelaksana teknis dalam lingkup kota administrasi/kabupaten
administrasi.

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksaan tugas dan fungsi

Suku Badan.

2. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

a.

Menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja, dan anggatan Suku
Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan
Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan

ketatausahaan Suku Badan.
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Melaksanakan pengelolaan kearsipan Suku Badan.

Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban gedung
kantor Suku Badan.

Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor
Suku Badan.

Mengusulkan kebutuhan prasarana, sarana, perangkat keras, perangkat
lunak serta jaringan data dan komunikasi.

Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Suku Badan
Melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Badan.
Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Mengoordinasikan penyusuanan laporan kegiata, keuangan, kinerja dan

akuntabilitas Suku Badan.

m. Melaporkan dan mempertanggungjaabkan pelaksanaan tugas Subbagian

Tata Usaha.

3. Subbidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas:

a.

Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang
Menerbitkan  Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan

kewenangannya.
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e. Melaksanakan penelitian dan analisis data dan kelengkapan dokumen
wajib pajak yang akan dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

f. Melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa.

g. Mengoordinasikan laporan piutang pajak daerah dalam lingkup Koya
Administrasi Jakarta Utara.

h. Menyusun daftar dan mengusulkan penghapusan piutang yang tidak
dapat ditagih dan kadaluarsa.

I.  Memproses pengajuan permohonan angsuran, penundaan, pembayaran,
pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau pemindahbukuan sesuai
dengan kewenangannya.

J. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan
pajak.

k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemungutan pajak
daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Penetapan dan Penagihan.

I. Menyiapkan bahan laporan Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Administrasi Jakarta Utara terkait dengan Subbidang Penetapan dan
Penagihan.

m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan  tugas
Subbidang Penetapan dan Penagihan.

4. Subbidang Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan mempunyai tugas:
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana dan anggaran Suku

Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
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Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Badan sesuai denga lingkup tugasnya.

Melaksanakan penilaian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah.
Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka kegiatan penilaian
objek pajak daerah sesuai kewenangannya.

Melakukan analisis Nilai Indikasi Rata-rata dan Nilai Jual Objek Pajak.
Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pemeriksaan dan Penilaian
Tahunan (RKPPT) pajak daerah.

Melaksanakan pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah berdasarkan
pengawasan, usulan dan/atau informasi lainnya.

Menerima pelayanan pendaftaran, legalisasi karcis/tanda masuk objek
pajak daerah yang bersifat insidental.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pajak daerah yang terkait
dengan tugas subbidang Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan.
Menyiapkan bahan laporan Suku Badan terkait dengan tugas Subbidang

Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan.

Subbidang Penyelesaian, Pengurangan, Keberatan, dan Banding mempunyai

tugas:

a.

Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran

Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
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c. Melaksanakan penyelesaian, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan
atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan,
penghapusan atau pengurangan sanksi adminsitrasi, keringanan,
permohonan, keberatan pajak daerah, banding dan gugatan di Pengadilan
Pajak.

d. Melaksanakan penyusunan dan pengadministrasian konsep uraian
penelitian dan Surat Keputusan, pembetulan Surat Keputusan, banding
dari jawaban gugatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan uang tidak
benar, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi, keringanan dan keberatan pajak daerah.

e. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep memori/kontra memori
peninjauan kembali atas putusan banding.

f.  Mengelola penugasan untuk menghadiri sidang di Pengadian Pajak.

g. Melaksanakan penyimpanan dokumen penanganan banding dan gugatan.
h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan
tugas Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding.

I.  Menyiapkan bahan laporan Suku Badan terkait dengan tugas Subbidang
Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding.

J. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding.

C. Kegiatan Umum Instansi

Kegiatan atau tugas utama SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan

Kabupaten Kepulauan Seribu adalah melayani pajak dalam hal penilaian,
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pemeriksaan, dan pengawasan; penetapan dan penagihan; pengurangan,

keberatan, dan banding untuk semua jenis pajak di wilayah Jakarta Utara dan

Kabupaten Kepulauan Seribu. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI

Jakarta No. 262 tahun 2016, tercantum rincian tugas dan fungsi SBPRD, vyaitu

melakukan:

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Badan.

2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku
Badan.

3. Penilaian, pengawasan, dan pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak
daerah.

4. Penyelesaian permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan,
keringanan, dan keberatan pajak daerah.

5. Pelayanan banding, gugatan, dan peninjauan kembali pajak daerah.

6. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi

7. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis operasional
pemungutan pajak daerah Suku Badan.

8. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Badan.

9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

10. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Badan.

11. Penatausahaan, penggunaan pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan

sarana kerja Suku Badan.
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12. Penyiapan bahan laporan badan yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku

Badan.

13. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku

Badan.

Pajak daerah merupakan pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh
masyarakat suatu daerah kepada pemerintah daerah, yang kemudian akan
digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Adapun jenis pajak daerah
yang menjadi wewenang SBPRD, yaitu:

1. Pajak Penerangan Jalan

2. Pajak Hotel

3. Pajak Restoran

4. Pajak Hiburan

5. Pajak Parkir

6. Pajak Reklame

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
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PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja
Pada awal pelaksanaan PKL di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah

(SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara, praktikan dijadwalkan ditempatkan
bergantian pada seluruh subbidang dan subbagian, diantaranya Subbidang
Penetapan dan Penagihan, Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan
Banding, Subbidang Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan, serta Subbagian
Tata Usaha. Pergantian dijadwalkan setiap dua minggu sekali, namun praktikan
diberi arahan oleh pegawai bahwa jadwal tersebut tidak terlalu mengikat, artinya
disesuaikan dengan kondisi.

Dalam pelaksanaannya, praktikan hanya melakukan pekerjaan di Subbidang
Penyelesaian Pengurangan Keberatan dan Banding (PKB) dan Subbagian Tata
Usaha. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 262 tahun 2016,
tercantum salah satu tugas umum Subbidang PKB vyaitu melaksanakan
penyelesaian, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan atau pembatalan
ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan, penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi, keringanan, permohonan, keberatan pajak
daerah, banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Sementara salah satu tugas
umum dari Subbagian Tata Usaha adalah melaksanakan pengelolaan pengarsipan
Suku Badan. Selama praktikan melaksanakan PKL, praktikan mengerjakan

pekerjaan yang berkaitan dengan kedua tugas umum tersebut

23
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Adapun pekerjaan yang praktikan kerjakan selama PKL pada Subbidang

PKB, yaitu:

1. Memproses berkas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB-P2) Wajib Pajak Orang Pribadi dari 7 kecamatan di Jakarta Utara tahun
2018.

2. Memproses berkas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB-P2) Wajib Pajak Daerah Badan dari 3 kecamatan di Jakarta Utara tahun
2018.

Sementara pada Subbagian Tata Usaha, pekerjaan yang praktikan kerjakan,
yaitu:

1. Mengarsipkan surat-surat SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan

Kabupaten Kepulauan Seribu

B. Pelaksanaan Kerja
Dalam melaksanakan PKL, praktikan dibimbing oleh beberapa pegawai

SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Pada
Subbagian PKB, praktikan dibimbing oleh Pak Robinson, Pak Effendi, dan Bu
Okky. Sementara pada Subbagian Tata Usaha, praktikan dibimbing oleh Ibu
Sukmawati, Ibu Tini, dan Bapak Arief. Berikut rincian pekerjaan yang praktikan

kerjakan selama PKL.:
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Memproses berkas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB-P2) Wajib Pajak Orang Pribadi dari 7 kecamatan di
Jakarta Utara

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), PBB-
P2 adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan
perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk Kkegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan sektor
perkotaan dan perdesaan yang terutang kepada Wajib pajak. Pada tahun 2018,
BPRD Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan SPPT PBB-P2 pada bulan
Maret 2018 ke setiap kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Wajib Pajak dapat
mengambil sendiri SPPT PBB-P2 di kelurahannya masing-masing. Adapun
batas akhir pembayaran PBB-P2 DKI Jakarta adalah pada tanggal 14
September 2018.

Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan berhak untuk mengajukan
permohonan pengurangan atas PBB-P2 yang tercantum pada SPPT PBB-P2.
Syarat dan ketentuan pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 tercantum
dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 211 Tahun 2012.
Salah satu persyaratannya adalah berkas permohonan pengurangan diajukan

tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah Wajib Pajak menerima SPPT PBB-P2.
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Jadwal pelaksanaan PKL praktikan bersamaan dengan masuknya berkas
permohonan pengurangan PBB-P2 ke SBPRD Kota Administrasi Jakarta
Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Permohonan ini berasal dari
Kecamatan Koja, Tanjung Priok, Kelapa Gading, Cilincing, Pademangan,
Penjaringan, dan Kepulauan Seribu. Adapun bagan yang menggambarkan
tahapan yang praktikan lakukan untuk memproses berkas permohonan

pengurangan PBB-P2 Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

Mengirnput data Wajib MMermbuat dan Meminta p ersetujuan
Pajak ke dalam |:> Mencetak Analisis :> tim pertimbangan dan
ricrasaft excel Pengmangan PBB- kepala SBPRD
Mengarsipkan 5K dan . - Mengingut besaran
Berkas Permohonan <: Mencetale % pada <:| pengurangan pada
Pengurangan PBB-P2 SIMFPBE = st BAEE
= SIMPEB

Gambar I11.1: Tahapan Dalam Memproses Permohonan Pengurangan

PBB-P2 Orang Pribadi.
Sumber: data diolah oleh praktikan

Rincian dari masing-masing tahapan, diantaranya:
a. Menginput data Wajib Pajak ke dalam microsoft excel

Wajib Pajak menyerahkan berkas permohonan pengurangan PBB-P2
Orang Pribadi ke Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD)
yang ada di masing-masing kecamatan. Kemudian, UPPRD menyerahkan
berkas ke Suku Badan. Berkas tersebut terdiri dari:
1. Penelitian Formal dan Material.
2. Lembar nomor pelayanan.

3. Surat permohonan pengurangan PBB-P2.
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Surat pernyataan besaran penghasilan per bulan.

SPPT PBB-P2 2018 dan bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya
(2017).

Fotokopi KTP Wajib Pajak.

Fotokopi Kartu Keluarga.

Surat pernyataan kurang mampu (ditulis oleh Wajib Pajak).

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan.

Fotokopi rekening listrik, air, dan telepon.

Dokumen lainnya (sertifikat tanah).

Tahap awal vyang dilakukan praktikan untuk memproses

pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Orang Pribadi adalah dengan

menginput data Wajib Pajak yang dapat dilihat di berkas permohonan.

Praktikan mengisi beberapa kolom yang telah tersedia di microsoft excel

sebagaimana terlampir pada Lampiran 8.

Membuat dan Mencetak Analisis Pengurangan PBB-P2

Setelah menginput data ke microsoft excel, praktikan membuat

Analisis Pengurangan PBB-P2 di microsoft word. Adapun tahapan

membuat Analisis Pengurangan PBB-P2 adalah sebagai berikut:

1.

2.

Praktikan membuka dokumen format Analisis Pengurangan PBB-P2.
Membuat mail merge dengan menghubungkan dokumen data wajib
pajak yang telah dibuat di microsoft excel dengan dokumen analisis

pengurangan PBB-P2 di microsoft word.
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Dalam dokumen analisis pengurangan PBB-P2, tercantum data
wajib pajak yang harus dilengkapi. Untuk memudahkan, maka
praktikan menggunakan mail merge, dengan tahapan:

a. Membuka dokumen data wajib pajak .

b. Pada dokumen analisis pengurangan PBB P-2 yang telah dibuka
sebelumnya, praktikan memilih Mailings.

c. Lalu praktikan memllih Select Recipients dan Use Existing List.

d. Praktikan memilih dokumen data wajib pajak sehingga data
wajib pajak yang ada di dokumen microsoft excel otomatis akan
terintegrasi ke dokumen analisis pengurangan PBB-P2.

Tampilan tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat di Lampiran 9.
Dan tampilan Lembar Analisis Pengurangan PBB-P2 Tahun 2018
dapat dilihat pada Lampiran 10.

Setelah menggunakan mail merge, bagian yang belum terisi
pada analisis pengurangan PBB-P2 ini adalah bagian Usulan
Besarnya Pengurangan dari Tim Pertimbangan Pengurangan PBB-
P2. Karena akan diisi oleh Kepala Subbagian PKB vyaitu Bapak
Robinson.

Praktikan ~mencetak  Analisis Pengurangan PBB-P2 dan
menyatukannya dengan berkas wajib pajak yang diterima dari
UPPRD. Lalu, praktikan melakukan pengecekan pada bagian
persyaratan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dilampirkan

wajib pajak dalam melakukan pengajuan permohonan pengurangan
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PBB-P2. Apabila wajib pajak telah melampirkan persyaratan, maka

praktikan mencoret kata “tidak”, begitu pula sebaliknya.

Meminta persetujuan Tim Pertimbangan Pengurangan PBB-P2 dan
Kepala SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten
Kepulauan Seribu

Berkas-berkas permohonan PBB-P2 yang sudah ada analisis
pengurangan PBB-P2nya, praktikan masukkan ke dalam map-map untuk
selanjutnya diberikan kepada tim. Tim ini terdiri dari anggota subbagian
PKB, seluruh kepala subbagian dan kepala subbidang SBPRD Kota
Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kolom
tanda tangan dalam analisis pengurangan PBB-P2 merupakan bentuk
persetujuan dan pertanggungjawaban atas keputusan besaran
pengurangan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak.

Praktikan pada awalnya meminta tanda tangan dari sekretaris tim,
yaitu lbu Okky. Lalu praktikan menyerahkan analisis pengurangan dan
berkas permohonan pengurangan PBB-P2 kepada kepala subbidang PKB
SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan
Seribu, yaitu Bapak Robinson. Sebelum membubuhkan tanda tangan,
Bapak Robinson mengecek kembali data wajib pajak, persyaratan, dan
hal-hal lainnya yang tercantum dalam lembar analisis pengurangan PBB-
P2. Apabila ada kesalahan, maka Bapak Robinson akan membetulkan

dengan memberikan catatan. Berdasarkan analisis pengurangan PBB-P2,
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Bapak Robinson memberikan usulan besarnya pengurangan yang ada
dalam lembar analisis pengurangan PBB-P2.

Setelah itu, praktikan memberikan berkas-berkas permohonan
pengurangan secara bergilir kepada tim yang lain untuk mendapatkan
persetujuan. Jika seluruh kolom tanda tangan tim sudah terisi, praktikan
meminta persetujuan dari Kepala SBPRD Kota Administrasi Jakarta
Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu Bapak Carto.

Setelah seluruh analisis dan berkas di tanda tangani oleh Bapak
Carto, Anggota Subbagian Tata Usaha yaitu lbu Tini memberikan
penomoran dan tanggal yang selanjutnya akan digunakan untuk

keperluan mencetak Surat Keputusan (SK).

Menginput besaran permohonan yang diberikan kepada wajib pajak
ke aplikasi pajak online Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi
dan Bangunan (SIMPBB)

Setelah diberikan penomoran, seluruh berkas diberikan kembali ke
praktikan. Praktikan menginput data wajib pajak ke aplikasi pajak online
SIMPBB, Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Praktikan membuka aplikasi Internet Explorer pada komputer yang
sudah tersambung intranet, sehingga saat praktikan membukanya,
otomatis muncul tampilan aplikasi pajak online SIMPBB.

2. Praktikan login dengan menggunakan NIP dan Password yang
diberikan salah satu pegawai SBPRD Kota Administrasi Jakarta

Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
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Praktikan memilih menu Pelayanan - Pengurangan -> Laporan
Hasil Penelitian.

Praktikan menginput Nomor Pelayanan dari UPPRD yang terdapat
dalam berkas permohonan pengurangan PBB-P2.

Setelah itu praktikan menekan Enter dan mengisi kolom
pengurangan yang ada dibaris kedua tampilan Parameter. Kolom ini
diisi sesuai dengan persentase pengurangan PBB-P2 yang telah
tercantum dalam analisis pengurangan PBB-P2.

Karena wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan dan
menyerahkan berkasnya ke UPPRD, maka sebenarnya pihak UPPRD
sudah menginput data wajib pajak sebelum berkas tersebut diberikan
ke SBPRD. Sehingga, setelah menginput besarnya pengurangan
yang diberikan, praktikan hanya perlu menekan Enter sampai pada
bagian Petugas.

Pada bagian Petugas, praktikan menginput NIP Kasubbid dan
anggota Subbid PKB, dan NIP Kepala SBPRD.

Pada bagian Cetak SK, praktikan menginput nomor Surat Keputusan
(SK) dan tanggal yang tercantum pada lembar analisis pengurangan
PBB-P2.

Tahap terakhir, praktikan memilih Simpan.

Tampilan proses menginput besaran permohonan dapat dilihat di

Lampiran 11.
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Mencetak Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2 pada aplikasi

pajak online SIMPBB
Apabila seluruh besaran pengurangan PBB-P2 sudah diinput, maka

praktikan mencetak SK dengan tahapan:

1. Praktikan membuka dan login pada aplikasi pajak online SIMPBB.

2. Praktikan mengklik Pelayanan - Cetak File Keluaran.

3. Terdapat beberapa pilhan pada tampilan Cetak File Keluaran,
praktikan memilih SK Pengurangan Pokok.

4. Praktikan menginput Nomor Pelayanan, lalu menekan Enter.

5. Setelah muncul dokumen Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2,
praktikan mengecek terlebih dahulu persentase dan jumlah pajak
terutang sudah sesuai atau belum. Jika belum, praktikan kembali
membuka menu Pengurangan -> Laporan Hasil Penelitian untuk
memperbaiki kesalahan tersebut. Jika SK sudah benar dan sesuai
dengan analisis pengurangan PBB-P2, praktikan menyimpan
dokumen SK tersebut.

Proses mencetak/menyimpan SK pada aplikasi ajak online
SIMPBB dapat dilihat pada Lampiran 12.

6. Setelah menyimpannya, praktikan mencetak SK sebanyak rangkap 4,
dengan rincian:

a. Lembar pertama (asli) untuk Wajib Pajak yang akan diberikan
melalui UPPRD.

b. Lembar kedua untuk arsip UPPRD.
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c. Lembar ketiga untuk arsip Tara Usaha SBPRD.

d. Lembar keempat nntuk arsip Subbagian PKB. Lembar ini akan
disatukan dengan analisis dan berkas permohonan pengurangan
PBB-P2.

7. Setelah SK dicetak, praktikan menyerahkan SK beserta
berkasnya kepada Bapak Robinson untuk dicek kembali.

8. Apabila sudah selesai, praktikan menyerahkan SK dan
berkasnya tersebut ke Bapak Carto untuk di tanda tangani.

9. Setelah seluruh SK ditanda tangani, anggota Subbag Tata Usaha
membubuhkan cap pada tanda tangan Bapak Carto dan
memisahkan lembar SK untuk arsip Tata Usaha. Untuk
mempercepat proses dan memudahkan pegawai, terkadang

praktikan yang melakukan tahap ini.

Mengarsipkan Surat Keputusan dan Berkas Permohonan
Pengurangan PBB-P2.

Hal yang selanjutnya dilakukan praktikan adalah memisahkan
lembar SK sesuai dengan peruntukkannya. Setelah diambil untuk arsip
Tata Usaha, maka SK tersisa 3 rangkap. Praktikan dibantu dengan Ibu
Okky memisahkan lembar asli untuk wajib pajak dan satu lembar SK
salinan untuk UPPRD. Setelah itu, SK-SK tersebut dimasukkan kedalam
map. Lalu lbu OKkky akan menghubungi pihak UPPRD untuk

memberitahukan bahwa SK Pengurangan PBB-P2 sudah siap diambil.
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Sementara, untuk satu lembar salinan yang masih tersisa, praktikan
menyatukannya kembali dengan berkas permohonan pengurangan dari
wajib pajak. Menjelang tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2,
praktikan mengurutkan selurun SK berdasrkan nomornya dan
memasukkannya ke dalam kardus-kardus. Masing-masing kardus
ditempelkan daftar nomor SK dan nama Wajib Pajak yang berkasnya ada
di kardus tersebut sebagaimana ditampilkan pada Lampiran 16.

Proses penyelesaian berkas permohonan pengurangan PBB-P2
Wajib Pajak Orang Pribadi ini membutuhkan waktu sekitar satu bulan.
Tahap menentukan besaran pengurangan PBB-P2 oleh tim pertimbangan
merupakan tahap yang membutuhkan waktu paling lama, karena tim
harus mempertimbangkan dengan baik terkait dengan besaran
pengurangan PBB-P2 yang akan diberikan kepada Wajib Pajak Orang

Pribadi.

Memproses permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-
P2) Wajib Pajak Daerah Badan dari 3 kecamatan di Jakarta Utara
Selain Orang Pribadi, permohonan pengurangan PBB-P2 dapat diajukan
oleh Badan. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 211
Tahun 2012 pasal 2 angka 2 huruf b, pengurangan PBB-P2 dapat diberikan
kepada Wajib Pajak Daerah Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan
likuiditas pada tahun pajak sebelumnya, sehingga tidak dapat memenuhi

kewajiban rutin. Dengan adanya peraturan tersebut, maka tahapan



35

penyelesaian permohonan pengurangan PBB-P2 untuk Wajib Pajak Daerah
Badan berbeda dengan tahapan penyelesaian permohonan pengurangan PBB-
P2 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada penyelesaian permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Orang
Pribadi, Laporan Hasil Penelitian Formal dan Material dibuat oleh UPPRD.
Sedangkan untuk Badan, Laporan Hasil Penelitian Formal dibuat oleh
SBPRD. Bagan berikut menggambarkan tahapan yang praktikan lakukan

dalam menindaklanjuti permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak

Badan:
Membuat Laporan Membuat Laporan Memhuat Kertas Kerja
Hasil Penelitian =>. Hasil Penelitizn => Perhitungan Persentase
P . Pengurangan PEB-P2
Formal Materil

Gambar 111.2: Tahapan Dalam Memproses Permohonan Pengurangan

PBB-P2 Wajib Pajak Badan
Sumber: data diolah oleh praktikan

Rincian dari tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Membuat Laporan Hasil Penelitian Formal Pengurangan PBB-P2
Wajib Pajak Daerah Badan
Ketika berkas permohonan pengurangan PBB-P2 telah diterima
SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan
Seribu, praktikan diminta untuk membuat Laporan Hasil Penelitian
Formal. Laporan Hasil Penelitian Formal merupakan laporan yang
digunakan untuk mengecek berbagai persyaratan permohonan
pengurangan PBB-P2 yang harus dipenuhi. Laporan Hasil Penelitian

Formal ini menjadi penentu apakah permohonan pengurangan PBB-P2
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ini dapat diproses ke tahap selanjutnya atau tidak. Seluruh persyaratan

yang tercantum dalam Laporan Hasil Penelitian Formal harus terlampir

pada berkas permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Daerah

Badan. Jika terdapat persyaratan yang tidak dilampirkan atau tidak

dipenuhi, maka permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.
Praktikan diberikan format dokumen Laporan Hasil Penelitian

Formal sebagai contoh dan praktikan juga diajarkan bagaimana cara

mengisi laporan tersebut oleh Bapak Effendi. Praktikan menyesuaikan isi

Laporan Hasil Penelitian Formal tersebut dengan data-data yang ada

didalam berkas permohonan pengurangan.

Tampilan Laporan Penelitian Formal dapat dilihat di Lampiran 13.

Adapun penjelasan pada setiap bagiannya, yaitu:

1. Pendahuluan. Bagian ini berisi tanggal diajukannya permohonan,
nama badan yang mengajukan permohonan, jumlah pajak terutang
2018, persentase permohonan, dan alasan diajukannya permohonan.
Untuk mengisi bagian ini, praktikan melihat data-data dari surat
permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah Badan. Untuk
jumlah pajak terutang, selain melihat dari surat permohonan,
praktikan juga melakukan pengecekan kembali pada SPPT PBB-P2
tahun 2018 agar tidak ada kekeliruan. dalam membuat laporan ini.

2. Data Wajib Pajak, terdiri dari Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib
Pajak, Nomor Objek Pajak, tahun pajak SPPT PBB-P2 (2018),

Jumlah Pajak Terutang, dan Terbilang Jumlah Pajak Terutang.
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3. Besarnya permohonan Wajib Pajak

4. Persyaratan Formal. Praktikan mengecek berkas yang diajukan,

apakah sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam

pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 211 tahun

2012 atau belum. Adapun persyaratan formal tersebut, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Surat permohonan yang diajukan secara tertulis. Surat tersebut
memuat nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan yang
tercantum dalam SPPT/SKPD, NOP, Alamat Objek Pajak dan
Tahun PBB yang dimohonkan, serta ditujukan kepada pejabat
sesuai kewenangan.

Satu surat permohonan untuk satu SPPT PBB-P2.

Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia.

Pada surat permohonan, dicantumkan persentase permohonan
pengurangan.

Pada surat permohonan, dicantumkan alasan pengajuan
permohonan dengan jelas.

Fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan.

Surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya.
Surat Kuasa harus disertai dengan materai.

Pengajuan Permohonan tidak melewati jangka waktu tiga bulan

sejak diterimanya SPPT PBB-P2.
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10) Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 atas objek yang
dimohonkan.

11) Surat pernyataan tidak mengajukan keberatan dan banding atas
SPPT PBB-P2.

5. Hasil Penelitian. Untuk mengisi bagian ini, pertama, praktikan
menghitung jumlah bulan dan hari sejak Wajib Pajak Daerah Badan
menerima SPPT PBB-P2 2018 sampai dengan Wajib Pajak Daerah
Badan mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2. Apabila
kurang dari tiga bulan, maka persyaratan jangka waktu pengajuan
pengurangan terpenuhi. Kedua, praktikan menandai apakah
permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Daerah Badan, telah
memenuhi persyaratan atau belum.

6. Kesimpulan. Praktikan menyimpulkan bahwa permohonan
pengurangan PBB-P2 memenuhi/tidak memenuhi persyaratan
formal. Jika memenuhi, maka permohonan wajib pajak dapat
diproses lebih lanjut, begitu pun sebaliknya.

Setelah selesai membuat Laporan Hasil Penelitian Formal, Bapak

Effendi selaku anggota Subbidang PKB merevisi hasil pekerjaan

praktikan. Apabila ada hal yang harus praktikan perbaiki, maka praktikan

akan memperbaiki lalu mencetak Laporan Penelitian Formal tersebut.
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b. Membuat Laporan Hasil Penelitian Materil Pengurangan PBB-P2
Wajib Pajak Daerah Badan

Tahap selanjutnya setelah membuat Laporan Hasil Peneliian Formal
adalah membuat Laporan Hasil Penelitian Materil. Laporan Hasil
Penelitian Materil merupakan laporan yang dibuat untuk mengetahui
apakah badan yang mengajukan permohonan pengurangan memenuhi
persyaratan untuk mendapat pengurangan atau tidak. Hal tersebut
mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 211
Tahun 2012 pasal 2 angka 2 huruf b dimana pengurangan PBB-P2 dapat
diberikan kepada Wajib Pajak Daerah Badan yang mengalami kerugian
dan kesulitan likuiditas.

Laporan Hasil Penelitian Materil ini juga menjadi salah satu dasar
untuk menentukan besaran persentase pengurangan PBB-P2 yang akan
diberikan kepada Wajib Pajak Daerah Badan. Sama seperti Laporan
Hasil Penelitian Formal, praktikan juga diberikan dokumen yang berisi
format Laporan Hasil Penelitian Materil dan diberikan penjelasan
mengenai cara mengisi laporan tersebut oleh Bapak Effendi.

Terdapat beberapa bagian yang terdapat dalam Laporan Hasil
Penelitian Materil yang harus praktikan isi dan sesuaikan dengan berkas
permohonan pengurangan PBB-P2 yang telah diberikan oleh Wajib Pajak
Daerah Badan. Tampilan Laporan Hasil Penelitian Materil dapat dilihat

di Lampiran 14. Penjelasan setiap bagiannya, diantaranya:
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Data Wajib Pajak
Bagian ini praktikan isi dengan menyalin data Wajib Pajak yang
telah praktikan buat sebelumnya di Laporan Hasil Penelitian Formal.
Praktikan hanya menambahkan nomor dan tanggal surat permohonan
PBB-P2 yang dilampirkan oleh Wajib Pajak Daerah Badan.
Besarnya permohonan pengurangan
Praktikan mengisi besarnya permohonan pengurangan yang
diajukan sesuai dengan surat permohonan.
Dokumen yang diperoleh
Pada bagian ini, praktikan menyesuaikan berkas yang
dilampirkan oleh Wajib Pajak Daerah Badan dengan persyaratan
yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan
Gubernur No. 211 Tahun 2012. Adapun persyaratan tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Fotokopi KTP Pengurus.
b. Fotokopi Putusan Pailit (untuk perusahaan yang pailit).
c. Fotokopi laporan keuangan minimal 3 (tiga) tahun terakhir.
d. Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak sebelumnya
(minimal 3 tahun terakhir).
e. Fotokopi SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya.
f.  Bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.
g. Fotokopi dokumen pendukung lain (jika ada):

1. Laporan audit akuntan publik.
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2. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kondisi

perusahaan.

3. SK pengurangan PBB-P2 tahun sebelumnya, dll.

Jika terdapat dokumen persyaratan yang belum dilampirkan oleh
Wajib Pajak Daerah Badan, maka pegawai SBPRD akan
menghubungi pihak Wajib Pajak Daerah Badan untuk segera
melengkapinya agar berkas permohonan tersebut dapat diproses
lebih lanjut.

Hasil Penelitian dan Analisis

Bagian ini terdiri dari Formal dan Materil. Untuk bagian formal,
praktikan mengisi beberapa hal, seperti nomor dan tanggal surat
permohonan, tanggal berkas permohonan pengurangan diterima oleh
SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan
Seribu, alasan diajukan permohonan. Selain itu, praktikan juga
melakukan pengecekan apakah dalam berkas permohonan
pengurangan terdapat SPPT PBB-P2 atau tidak, apakah pada surat
permohonan sudah di tanda tangani oleh Direktur Perusahaan atau
belum. Dan sesuai dengan peraturan, Wajib Pajak Daerah Badan
yang mengajukan pengurangan harus menyatakan bahwa tidak
mengajukan keberatan atau banding.

Adapun bagian-bagian Materil yang harus praktikan isi,

diantaranya:
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Kondisi Wajib Pajak

Dalam bagian ini, praktikan melihat laporan keuangan
badan yang telah dilampirkan untuk mengisi jumlah laba (rugi)
badan selama tiga tahun terakhir (2015, 2016, dan 2017). Untuk
mengisi jumlah pengurangan PBB-P2 yang pernah diberikan
kepada Wajib Pajak di tahun sebelumnya, praktikan mengecek
diberkas permohonan pengurangan PBB-P2. Apabila ada
lampiran Surat Keputusan tahun sebelumnya, maka praktikan
memasukkan jumlah tersebut. Tetapi jika tidak ada, berarti
Wajib Pajak Daerah Badan belum pernah mendapatkan
pengurangan PBB-P2.
Kondisi Objek Pajak

Praktikan membuka dokumen microsoft excel Kertas Kerja
Perhitungan Persentase Pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak
Daerah Badan (Lampiran 16). Hal yang pertama yang harus
praktikan isi di dokumen ini adalah Data Wajib Pajak yang
terdiri dari Nama Wajib Pajak Daerah, Nomor Objek Pajak
(NOP), dan PBB-P2 terutang selama tiga tahun terahir. Terdapat
pula tabel rincian Ketetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Bumi dan Bangunan, Jumlah PBB-P2 terutang, serta persentase
kenaikan NJOP Bumi dan Bangunan dan kenaikan PBB-P2

terutang.
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Setelah angka kenaikan diperoleh, praktikan kembali
membuka dokumen Laporan Hasil Penelitian Materil dan
mengisi tabel ketetapan PBB-P2 tiga tahun terakhir, dan
kenaikannya. Selanjutnya, praktikan mengisi tabel pengurangan
PBB-P2 yang pernah didapatkan Wajib Pajak Daerah Badan.
Analisis Keuangan

Menurut Subramanyam, K.R. (2017:14), analisis keuangan
(financial analysis) adalah penggunaan laporan keuangan untuk
menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan, dan untuk
menilai kinerja keuangan di masa depan.

Salah satu alat untuk menganalisis keuangan adalah analisis
rasio. Terdapat jenis-jenis rasio keuangan, dua diantaranya
adalah rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas
merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera
jatuh tempo, sementara rasio solvabilitas merupakan rasio yang
menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenubhi
seluruh kewajibannya (Hery, 2016: 23).

Untuk mengisi analisis keuangan pada laporan materil ini,
praktikan melihat data dari laporan keuangan Wajib Pajak
Daerah Badan tahun 2016 dan 2017. Praktikan memasukkan
jumlah kas dan setara kas dan komponen dalam Laporan Laba

Rugi perusahaan tahun 2017.
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Selanjutnya praktikan menghitung dan menganalisis Rasio
Likuiditas (Cash Ratio, Acid Test Ratio dan Current Raiio) dan
Rasio Solvabilitas (Rasio utang terhadap modal dan Rasio utang
terhadap aset) perusahaan tahun 2016 dan 2017.

Untuk  menghitung rasio-rasio  tersebut, praktikan
menggunakan  microsoft excel (Lampiran 15) untuk
mempermudah dan mempercepat pekerjaan praktikan. Lalu
praktikan memindahkan datanya ke dokumen Laporan Hasil
Penelitian Materil.

Selain terdapat perhitungan rasio, dokumen microsoft
ecxcel tersebut memuat perbandingan jumlah penghasilan kotor
Wajib Pajak Daerah Badan dan jumlah laba (rugi) tahun 2016
dan 2017. Data perbandingan tersebut juga praktikan salin ke
dokumen Laporan Hasil Penelitian Materil.

Kesimpulan dan Usul

Pada bagian kesimpulan, praktikan mencantumkan
beberapa hasil analisis seperti persentase rasio likuiditas dan
solvabilitas, laba (rugi) Wajib Pajak Daerah Badan,
perbandingan penghasilan kotor tahun 2016 dan 2017,
pernyataan bahwa Wajib Pajak Daerah Badan tidak memiiki
tunggakan PBB-P2, persentase kenaikan jumlah PBB-P2
terutang. Menurut pasal 2 angka 2 huruf b Peraturan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2
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tanggal 28 Desemebr 2012, disebutkan bahwa pengurangan
PBB-P2 dapat diberikan kepada wajib pajak yang mengalami
kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya
sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, maka pada
bagian kesimpulan ini praktikan mencantumkan hasil mengenai
keadaan wajib pajak badan berdasarkan analisis yang telah
dibuat.

Sementara pada bagian usul, jika keadaan perusahaan
mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas, maka praktikan
menyatakan bahwa Wajib Pajak Daerah Badan memenuhi

persyaratan untuk mendapatkan pengurangan PBB-P2.

Membuat Kertas Kerja Perhitungan Persentase Pengurangan PBB-
P2

Untuk menentukan besarnya persentase pengurangan yang diberikan,
praktikan harus mengisi kertas kerja sebagaimana terlampir pada
Lampiran 16. Praktikan mengisi persentase pengurangan dari masing-
masing faktor pengurang. Faktor pengurang tersebut berkaitan dengan
keadaan perusahaan yang telah diteliti pada Laporan Hasil Penelitian
Materil perusahaan.

Pada bagian akhir dari kertas kerja, terdapat keterangan PBB-P2
terutang, persentase pengurangan, dan PBB-P2 terutang setelah
pengurangan. Seperti Laporan Hasil Penelitian Materil, Kertas Kerja ini

juga di tanda tangani oleh anggota Subbidang Penyelesaian, Keberatan,
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dan Banding, seluruh Kasubbid dan Kasubbag, serta Kepala SBPRD
Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Setelah Laporan Hasil Penelitian Formal, Materil, dan Kertas Kerja
selesai praktikan buat, maka praktikan menyerahkan softcopy dokumen-
dokumen tersebut kepada Bapak Effendi, sementara hardcopy diserahkan
kepada Bapak Robinson untuk diperiksa kembali. Apabila terdapat
kekeliruan, maka praktikan merevisi dokumen-dokumen tersebut.

Setelah proses revisi selesai, praktikan menyerahkan berkas
permohonan pengurangan Wajib Pajak Daerah Badan, Laporan Hasil
Penelitian Formal, Laporan Hasil Penelitian Materia, dan Kertas Kerja
kepada Bapak Effendi. Setelah itu, Bapak Effendi akan membuat Surat

Keputusan Pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Daerah Badan.

3. Mengarsipkan Surat-surat SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara

Selain pada Subbidang PKB, praktikan juga ditempatkan di Subbagian
Tata Usaha. Praktikan mengarsipkan seluruh jenis surat yang belum
diarsipkan dari Bulan Mei 2018. Pengarsipan ini bertujuan untuk merapikan
surat-surat yang merupakan bagian dari perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan SBPRD. Pengarsipan yang rapi akan memudahkan pegawai SBPRD
jika sewaktu-waktu membutuhkan informasi yang ada dalam surat-surat
tersebut. Adapun jenis-jenis surat tersebut diantaranya Surat Tugas Umum,

Surat Tugas Masuk, Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Keputusan (SK)
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Keluar, SK Masuk, SK PBB-P2, Notulensi Rapat, dan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD).

Dikarenakan surat yang belum diarsipkan belum sesuai dengan jenisnya,
maka praktikan mengelompokkan jenis suratnya terlebih dahulu. Setelah itu,
praktikan mengurutkan nomor surat dari terbesar ke yang terkecil (yang
teratas nomor suratnya paling besar). Lalu, praktikan memasukkan surat-surat
tersebut ke dalam map-map yang telah disediakan. Tampilan surat-surat

SBPRD dapat dilihat pada Lampiran 18.

Kendala yang Dihadapi
Dalam melaksanakan PKL di SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan

Kabupaten Kepulauan Seribu, praktikan mengalami beberapa kendala, yaitu:

1.

Adanya kesalahan penginputan data wajib pajak pada aplikasi pajak online
SIMPBB yang dilakukan oleh pihak UPPRD, sehingga ketika praktikan ingin
menginput besaran pengurangan PBB-P2, terjadi error pada aplikasi pajak
online SIMPBB.

Adanya persyaratan yang dilampirkan oleh Wajib Pajak Daerah Badan yang
kurang lengkap, sehingga ketika praktikan mengerjakan laporan penelitian
terdapat beberapa bagian yang tidak dapat praktikan analisis.

Praktikan mengalami kesulitan untuk menganalisis laporan keuangan
beberapa perusahaan yang belum diaudit karena penyajiannya tidak sesuai

dengan ketentuan.
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D. Cara Mengatasi Kendala

Setiap kendala yang praktikan alami harus dapat diatasi agar pekerjaan

praktikan dapat kembali berjalan lancar. Adapun cara mengatasi kendala-kendala

tersebut, yaitu:

1.

Mengkomunikasikan bahwa praktikan tidak bisa menginput besaran
pengurangan pada SIMPBB kepada pegawai SBPRD Kota Administrasi
Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Lalu, pegawai tersebut
menghubungi pihak UPPRD bersangkutan karena sebelumnya nomor
pelayanan dan data wajib pajak telah diinput oleh UPPRD. Maka perwakilan
UPPRD akan datang untuk melakukan pengecekan dan pembetulan agar
praktikan dapat menginput besaran persentase pengurangan.

Jika ada persyaratan Wajib Pajak Daerah Badan yang belum lengkap,
praktikan mengkomunikasikannya kepada pegawai dan pegawai tersebut
menghubungi pihak dari Wajib Pajak Daerah Badan bersangkutan untuk
melengkapi persyaratannya.

Saat praktikan mengalami kesulitan dalam menganalisis laporan keuangan
yang belum diaudit, praktikan bertanya kepada pegawai dengan tujuan agar
praktikan dapat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan serta menghindari

terjadinya kesalahan.
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KESIMPULAN

A. Kesimpulan

PKL merupakan program sekaligus upaya yang dilakukan universitas dalam
rangka mempersiapkan lulusan yang unggul dan siap bersaing dalam dunia kerja.
PKL juga merupakan bentuk implementasi dari teori-teori yang telah dipelajari di
bangku perkuliahan. PKL memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang belum
pernah mahasiswa dapatkan sebelumnya. Ketika melaksanakan PKL, mahasiswa
akan terjun langsung dalam melakukan berbagai pekerjaan yang menuntut
profesionalitas dan kedisiplinan.

Selama melaksanakan PKL di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu selama 42 hari,
praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktikan dapat mengetahui dan melaksanakan secara langsung tugas dari
Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding (PKB)
berkaitan dengan proses penyelesaian permohonan pengurangan PBB-P2 baik
Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dan tugas dari Subbagian Tata
Usaha berkaitan dengan pengelolaan kearsipan Suku Badan.

2. Praktikan mendapatkan ilmu mengenai persyaratan dan tata cara memproses
permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Daerah Orang Pribadi dan

Badan.
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Praktikan dapat mengetahui jenis-jenis surat yang ada pada SBPRD Kota
Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Praktikan dapat mengetahui bagaimana SBPRD Kota Administrasi Jakarta
Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu bekerja sama dengan UPPRD dalam
mengurusi  pajak daerah, khususnya dalam memporeses permohonan
pengurangan PBB-P2.

Praktikan mendapatkan pembelajaran bahwa untuk menghadapi tuntutan
dunia Kkerja, praktikan harus memiliki kemampuan beradaptasi dan
berkomunikasi, kemampuan bekerja tim dan bekerja di bawah tekanan, serta

senantiasa bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang dikerjakan.

B. Saran

Dalam pelaksanaan PKL, praktikan menyadari bahwa masih terdapat banyak

kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan saran-saran yang membangun agar

pelaksanaan PKL dapat lebih baik lagi di masa mendatang. Adapun saran-saran

yang diberikan oleh praktikan, diantaranya:

1.

Bagi Mahasiswa

a. Sebelum melaksanakan PKL, mahasiswa harus mencari informasi umum
mengenai instansi atau perusahaan tempat melaksanakan PKL.

b. Mahasiswa harus menjadi individu yang disiplin, profesional, dan
memiliki etos kerja yang tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan. Selain
itu, mahasiswa harus mempunyai kemampuan membaca situasi dan

mengambil keputusan.
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Mahasiswa harus menyelesaikan segala pekerjaan yang diberikan dengan
teliti dan penuh tanggung jawab.

Mahasiswa harus aktif bertanya kepada pembimbing PKL di perusahaan
jika ada hal yang belum dipahami berkaitan dengan pekerjaan yang
diberikan.

Mahasiswa harus bisa beradaptasi dan berkomunikasi dengan baik

dengan seluruh pegawai tempat pelaksanaan PKL.

Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

a.

Sebelum pelaksanaan PKL, sebaiknya diadakan kegiatan pengarahan
agar mahasiswa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai
waktu dan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum PKL.

Melakukan kerja sama dengan instansi maupun perusahaan agar
memudahkan mahasiswa dalam mencari perusahaan untuk melaksanakan

PKL.

Bagi Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota

Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu

a.

Tambahkan jumlah fasilitas komputer agar pekerjaan dapat diselesaikan
lebih cepat. Selain itu, agar disaat terdapat mahasiswa yang
melaksanakan PKL, mahasiswa tersebut dapat lebih mudah mengakses
dan memperoleh informasi dari aplikasi pajak online yang berhubungan

dengan pajak daerah.
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b. Tentukan salah satu pegawai pada masing-masing subbidang dan
subbagian sebagai pembimbing mahasiswa PKL agar proses belajar dan
bekerja mahasiswa dapat lebih efektif dan efisien.

c. Pada Laporan Hasil Penelitian Material, terdapat perhitungan-
perhitungan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan Badan. Maka
dari itu, akan lebih efektif dan efisien jika Laporan Hasil Penelitian
Material dibuat di microsoft excel agar yang bertugas untuk membuat
laporan tersebut tidak harus memindahkan perhitungan dari microsoft
excel ke microsoft word.

d. Berkas maupun surat sebaiknya diarsipkan dengan baik secara berkala
agar tidak menumpuk dan agar memudahkan pegawai yang
membutuhkannya di kemudian hari.

e. Diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 Akuntansi

dalam mendukung program PKL.
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UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
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Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890336, Bagian Humas ; 4898486

Laman : www.unj.ac.id

Nomor  :1358/UN39.12/KM/2018 25 Juni 2018
Lamp. -
Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

Yth. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
JI. Abdul Muis No.66
Jakarta Pusat

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri
Jakarta :

Nama . Eka Putri Apriyani

Nomor Registrasi : 8335155227

Program Studi . Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 085770877650

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tanggal 16 Juli s.d. 14 September 2018
dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

_~~ Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
/,; codan Hub ingan Masyarakat

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Prodi Akuntansi




Lampiran 2: Surat Pemberitahuan lIzin Magang Mahasiswa dari BPRD

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
" BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 TELP. (021) 3865580 — Ext 5371

JAKARTA PUSAT

Nomor : 4B3/~RJ-¥ ) Juli 2018
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Izin Kepada
Magang Mahasiswa Yth Kepala suku Badan Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Administrasi
Jakarta Utara

di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Ka. Biro Adm. Akademik, Kemahasiswaan dan
Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta No.1358/UN39.12/KM/2018 tanggal
25 Juni 2018 perihal permohonan magang/praktek kerja lapangan atas:

nama : Eka Putri Apriyani

NIM : 8335155227

jurusan  : Akuntansi

instansi  : Universitas Negeri Jakarta

dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan
magang/praktek kerja terhitung mulai tanggal 16 Juli s.d 14 September 2018 di unit
kerja Saudara.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon bantuan Saudara untuk menerima
dan membimbing mahasiswa dimaksud.

Atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Yuangi Zayak Miko

NIP. 196907311995031003

Tembusan :
Universitas Negeri Jakarta

Catatan:

1. Jam masuk mengikuti aturan yang berlaku dan
mahasiswa membuat serta mengisi daftar hadir.

2. Seragam mahasiswa menggunakan atasan
kemeja lengan panjang warna putih dan bawahan
celana/rok panjang warna hitam.

3. Mahasiswa wajib membuat laporan akhir
mengenai apa yang dikerjakan magang kepada
Badan Pajak dan Retribusi Daerah(Subbag
Kepegawaian).
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Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Kantor Walikota Blok R Lt. Dasar JI. Yos Sudarso No. 27-29 Jakarta Utara

Telp. (021) 4358788 Fax. (021) 4358788, Email : sbprd.utara@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos * 14320

SURAT KETERANGAN
Nomor : 155Y /-082.7

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . H. Carto, SE, M. Si

NIP : 196902041991031005

Pangkat :Pembina/IV a

Jabatan - Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Eka Putri Apriyani
NIM : 8335155227
Sekolah : Universitas Negeri Jakarta

Telah melaksanakan Magang/Pelatihan Kerja di Kantor Suku Badan Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu dari tanggal 16 Juli
2018 sampai dengan 14 September 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
ota Administrasi Jakarta Utara

Tembusan :
1. PIt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Prov. DKI Jakarta
2. PIlt. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Prov. DKI Jakarta
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Lampiran 4: Daftar Hadir PKL

/ /4 *, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIK AN TINGGI ')
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negen Jakarta Godung R, Jalan Rawamangun Moka, Jakarta 13220
Telcpon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285

Laman: www.feunj.ac.id
DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
.. SKS
Nama .Exa Putr\ _ Agﬂ Yo
No. Registrasi - 8325165 22%
Program Studi .51

Tempat Praktik !
Alamat Praktik/Telp : !60

g
(ou) 435 - 8188

tribosi Daerala Kota Adm. Jaxactar (taca
Jakarta gtaca , Gedvog P
X Nos, Sudaso No-23 - .29, Tangung P, Jakarta Utafa

NO HARITANGGAL PARAF KETERANGAN
L[ Semt tedonaoy o [
BT S— T 4

5 (Rab, B 208 L e

" Sen\n 23jul\ml8 :
- gm/"“ ki 20[8 74'&4\!’%(

NEE T ™
9. K"m‘; ’(’ ju“ gms 94&4&‘"
10. OU‘“O" Pf i ,0\8 10.464.1?.’.;
11, | Semn, 30 Juk 30(8 ”%a@
- Selasa 3 0l 30!& 114&4‘1?"
| Robv. 1 Agusws ""'3..“...... 134'@4’“““L
14, | KO Ag 144645@

15, | umat. 3 Agustus 2018

Catatan :
Format ini dapat diperbamyak sesual kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusaha:
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Lampiran 4: Daftar Hadir PKL (Lanjutan)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 2
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA UMS

FAKULTAS EKONOMI
| roAmm= e |

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedang R, Jalan Rawamangun Muks, Jakarts 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www fo.unjac.id

DAFTAR HADIR
PRAKTEK K;IRJA LAPANGAN

Nama

No. Registrasi
Program Studi
Tempat Praktik
Alamat Praktik/Telp : KQot

feiibps Paerch kota adm. Jaxaria Ltare,
Jakarta vtara, Gedung e

Qg odarso No. 23-29, Tanjing priok, Bracta vtarg
(b21)a35~gagd -
NO HARUTANGGAL PARAF KETERANGAN

1 |Sen, 6 Agostes 208 1 HId®

Apv

o P TS

5. | Jom'at, 10 Agustos 2o 54@1&“’
s |Sean, 13 Agustos 208 5. Mt
7. |SElasa, 14 Agostus JoB (
s | PAbo. IS Agustos 20@ s 4@
5. |Kamis, 16 Aqustos 208 1 Mygee

10, | Jmiat, (7 Agostos 2eR 10582
Agostos 208, Higef

Ymot, 24 Agustus 2018

Catatan:
= dapat diperbanyak sesuai keb
Mohon legalitas dengan ap
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Lampiran 4: Daftar Hadir PKL (Lanjutan)

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Usiversites Negeri Jakarta Godung R, Jalan Rewamangua Muks, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: worw founjacid

( ¢ _* KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI @ UMS
s,

DAFTAR HADIR
PRAKTEK K{:RJA LAPANGAN

Nama tKQ Putr' Aerlyam
No. Registrasi 833505622 F
Program Studi
Tempat Praktik .S
Alamat Praktik/Telp : K9 ta A
0120 |gesamana Yos, Sode
(021) 435- 3188
NO HARUTANGGAL PARAF KETERANGAN

1 | Seqin. 23 Agostos 208 Ty Kiger

2 |Selasa, 28 Agusos 208 2 4g¥
3. | RAbo, 29 Agostos 201 15 U4

o | koenis, 20 Aqustos 208 1, Ay
5 | Jumat, 31 Agostos 208 | Agae

6 | Senin, 3 Septembec 208 o g™
;| Selasa, 4 Septemter soi |, Mga

(busi Daerah kota Adm.Jakartu (tara
artl Diaca, Gedong p.

Irso N0.2% ~29,Tanjung Priok. Jacacta Uiarg

i lomot ?&epf@mbcr 20 &
| Soin. 10, Sepreniec 2ol dffpoe
12. | Selaso, 1 September 2018 .,
13.| 0bo, 12 Sppremoec 208, Yo
10| Komis, 13 September 0@ 144'(‘&(q;

Catatan:
Format ini dapat diperbanyak sesuai hlmmhm
Mohon legalitas dengan cap
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Lampiran 5: Log Harian PKL

Senin, 16 Juli 2018

Kegiatan

Mencetak SK Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) WP OP Kecamatan Tanjung Priok

Selasa, 17 Juli 2018

Menginput Besaran Pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan
Tanjung Priok

Rabu, 18 Juli 2018

Mencetak SK Pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan Tanjung Priok

Kamis, 19 Juli 2018

Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan
PBB-P2 PT A. WP Badan — Pademangan

Membuat analisis materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT A.
WP Badan - Pademangan (Lanjutan)

Jumat, 20 Juli 2018

Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2
PT A. WP Badan — Pademangan

Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan
PBB-P2 PT B. WP Badan — Pademangan

Senin, 23 Juli 2018

Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2
PT B. WP Badan — Pademangan

Memeriksa analisis formal dan materil pengurangan PBB-P2 dari
UPPRD PT C. WP Badan - Kelapa Gading

Selasa. 24 Juli 2018

Membuat analisis materil dalam rangka memperbaiki analisis dari
UPPRD PT C. WP Badan - Kelapa Gading

Rabu, 25 Juli 2018

| Gading

Membuat lembar analisis untuk cetak SK WP OP Kecamatan Kelapa

' Menginput Besaran Pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan

Kamis, 26 Juli 2018

Membuat analisis formal dan materil pengurangan PBB-P2 PTD.
WP Badan - Kelapa Gading

10

Jumat, 27 Juli 2018

| Kelapa Gading ke microsoft excel

Menginput data pengajuan pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan

11

Senin, 30 Juli 2018

PBB-P2 PT £E. WP Badan - Kepulauan Seribu

Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan

Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2
PT E. WP Badan - Kepulauan Seribu

Membuat analisis formal dan material permohonan pengurangan
PBB-P2 PT F. WP Badan - Kepulauan Seribu

Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2 |
PT F. WP Badan - Kepulauan Seribu

i) |

12

Selasa, 31 Juli 2018

| Menginput data pengajuan pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan ]

13

Rabu, 1 Agustus
2018

Kelapa Gading dan Tanjung Priok ke microsoft excel
Membuat dan mencetak analisis pengurangan PBB-P2 WP OP

Kecamatan Kelapa Gading dan Tanjung Priok |

14

Membuat dan mencetak analisis pengurangan PBB-P2 WP OP
Kelapa Gading

Kamis, 2 Agustus
2018

Memeriksa berkas pengurangan PBB-P2 Orang Pribadi Kecamatan
Kelapa Gading dan menyesuaikan dengan persyaratan yang ada di
lembar analisis pengurangan

Jumat, 3 Agustus

2018

Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan
PBB-P2 PT G. WP Badan - Kepulauan Seribu
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Lampiran 5: Log Harian PKL (Lanjutan)

P

Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurafigan PBB-P2 \

Senin, 6 Agustus

PT G. WP Badan - Kepulauan Seribu J

Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan
PBB-P2 PT H. WP Badan - Kepulauan Seribu

Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2
PT H. WP Badan - Kepulauan Seribu

pengurangan

fo 2018 Membuat analisis formal dan materil permohonan
PBB-P2 PT |. WP Badan - Kepulauan Seribu
Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2
PT I. WP Badan - Kepulauan Seribu
Selasa, 7 Agustus Menginput data pengajuan pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan
& 2018 Kelapa Gading dan Tanjung Priok ke microsoft excel
Rabu, 8 Agustus Membuat dan mencetak analisis pengurangan PBB-P2 WP OP
8 2018 Kecamatan Kelapa Gading dan Tanjung Priok
Kamis, 9 Agustus Membuat dan mencetak analisis pengurangan PBB-P2 WP OP
13 2018 Kelapa Gading
20 Jumat, 10 Agustus Menginput data pengajuan pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan
2018 Penjaringan ke microsoft excel
Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan
PBB-P2 PT J. WP Badan - Pademangan
Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2
PT j. WP Badan — Pademangan
21 Senin, 13 Agustus Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan
2018 PBB-P2 PT K. WP Badan - Kepulauan Seribu
Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2
PT K. WP Badan - Kepulauan Seribu
Membuat analisis formal permohonan pengurangan PBB-P2 PT L.
WP Badan - Kepulauan Seribu
Membuat analisis materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT L
WP Badan - Kepulauan Seribu
Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2
22 Selasa, 14 Agustus PT L. WP Badan - Kepulauan Seribu
2018 Membuat analisis materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT M
WP Badan - Kepulauan Seribu
Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2
PT N. W2 Badan - Kepulauan Seribu
23 Rabu, 15 Agustus Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan
2018 PBB-P2 PT O. WP Badan - Kepulauan Seribu
24 Kamis, 16 Agustus Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB$2_‘
2018 PT O. WP Badan - Kepulauan Seribu ‘
Jumat, 17 Agustus Iy '
25 2018 Libui
Senin, 20 Agustus ]
26 | 5018 Mencetak SK pengurangan PBB-P2 Kecamatan Tanjung Priok
Selasa, 21 Agustus iy
27 2018 Mencetak SK pengurangan PBB-P2 Kecamatan Tanjung Priok
Rabu, 22 Agustus 1
28 2018 Libur
29 Kamis, 23 Agustus
2018 Mencetak S< pengurangan PBB-P2 Kecamatan Tanjung Priok
30 Jumat, 24 Agustus Mengurutkan no. SK permohonan pengurangan PBB-P2 tahun 2018
| | 2018 dan mengarsipkannya




Lampiran 5: Log Harian PKL (Lanjutan)

31

Senin, 27 Agustus
2018

Menginput data pengajuan pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan
Kelapa Gading dan penjaringan ke microsoft excel

Membuat dan mencetak analisis pengurangan PBB-P2 WP OP
Kelapa Gading, Tanjung Priok, dan Penjaringan

32

Selasa, 28 Agustus
2018

Menginput Besaran Pengurangan PBB-P2 WP OP pada SIMPBB. WP
OP Kecamatan Kelapa Gading

33

Rabu, 29 Agustus
2018

Menginput Besaran Pengurangan PBB-P2 WP OP pada SIMPBB. WP
OP Kecamatan tanjung Priok

34

Kamis, 30 Agustus
2018

Menginput data pengajuan pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan
Cilincing, Koja, dan Kepulauan Seribu ke microsoft excel

Membuat dan mencetak analisis pengurangan PBB-P2 WP OP
Cilincing, Koja, dan Kepulauan Seribu

35

Jumal, 31 Agustus
2018

Menginput Besaran Pengurangan PBB-P2 WP OP pada SIMPBB. WP
OP Kecamatan Kelapa Gading

36 Senin, 3 Mencetak SK Pengurangan PBB-P2 Kecamatan Tanjung Priok, kelapa
September 2018 Gading, Pademangan, Koja

37 Selasa, 4 Mencetak SK Pengurangan PBB-P2 Kecamatan Tanjung Priok, kelapa
September 2018 Gading, Penjaringan
Rabu, 5 September " 4

38 Mencetak SK Pengurangan PBB-P2 Kecamatan Tanjung Priok

2018

Mengarsipkan Surat Keputusan (SK) PBB-P2, SK Masuk, SK Keluar,

Sola - Mengi B P PBB-P2 WP OP pada SIMPBB. WP
September 2018 enginput Besaran Pengurangan - pada :
OP Kecamatan Pademangan
Jumat, 7 l : :
4 ! k SK P B-P
0 September 2018 lMenceta SK Pengurangan PBB-P2 Kecamatan Tanjung Priok
X [ Mengarsipkan Surat Masuk
Senin, 10 =
41 Menginput Besaran Pengurangan PBB-P2 WP OP pada SIMPBB. WP

| September 2018

OP Kecamatan Penjaringan

42

Selasa, 11
September 2018

Libur

43

Rabu, 12
September 2018

Mengarsipkan Surat Keluar

; Mengurutkan no. SK permohonan pengurangan PBB-P2 tahun 2018

a4 Kamis, 13 dan mengarsipfaqrya (gntuk aﬂp PKB)
September 2018 | Mengarsipkan Surat Tugas Umum, Surat Tugas Masuk, Surat Tugas
Keluar
Mengarsipkan Notulensi Rapat dan Surat Ketetapan Pajak Daerah
45 Jumat, 14 Mencetak SK Pengurangan PBB-P2 Kecamatan Kelapa Gading
September 2018 | Mengurutkan no. SK permohonan pengurangan PBB-P2 tahun 2018

dan mengarsipkannya (untuk arsip PKB)

63

Jakarta, 17 September 2018

Mengetahui, .
Suku kagan Payale % Retnbu¢a Daemly
Salartp Vi Sau kab lep Gnpy
an .

fukwavat , &
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Lampiran 6: Penilaian PKL

*. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI § QKS
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA U
e e e ot g

FAKULTAS EKONOMI

Eampes Universita Negari Jakorn Gedang X, Jalas Raamangas Mska, Jakart 13220
Telepca (021) 4721274706285, Fax: (021) 4706283

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGR.-L\Q{ SARJANA (S1)
....... SKS

Nama - Eka Potet ppryact

Tempat Praktik Doerak kota Adm. Joxarta Utart
Alamat Praktik/Tel turG, Gedong P
o Jaldn _ tasdmana. Yos. 2329 Tomjung Priok, Jakarta LA
(G I 3
SKOR
NO ASPEK YANG DINILAI 46.100 KETERANGAN
1 | Kehadiran _lea 1. Keterangan Penilaian :
laa Skor  Nilai Bobot
2 |KRedisipinan ~[..M9 86100 A 4
9s 81-85 A- 37
: : 76-80 B+ 33
3 | Sikap dan Kepribadian | 77 7175 B 30
1 66-70 B- 27
4 |KemampuanDasar | .77 61-65 C+ 23
9% 5660 C 20
: ' . 5155  C- 1.7
5 | Ketrampilan Menggumakan Fasilitas ~ § ... 70 ... 16.50 b i
6 |Kemampuan Membaca Situasi dan qO ..... 2. Alokasi Waktu Praktik :
Mengambil Keputusan 2 sks : 90-120 jam kerja efektif
3 sks : 135-175 jam kerja efektif
7 | Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan QS _____ .
Nilai Rata-rata :
g |Ativitas dan Kreativitas 85
0%30__-. 93
o |XKecepatan Waktu Penyelesaian Tugas B 90 _____ 10 (sepuluh)
10 Hasil Pekerjaan 90 _____ Nilai Alhir -
Angka bulat huruf
Jumlah

Catatan =
Afobion osalis & bebaki c3p I i/Perusah
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Lampiran 7: Struktur Organisasi BPRD (Pergub No. 262 Tahun 2016)

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS:

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KEPALA BADAN
WAKIL KEPALA BADAN
SEXKRETARIAT
[ 1
. SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBHAGIAN KEUANGAN DAN
UMUM XEPEGAWAIAN ANGOARAR
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG
PERENCANAAN DAN TeKNoLoat CNDALIAN
PENGEMBANGAN INFORMAS] PERATURAN PENOEND
R | SRR | S —
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PERENCANAAN | | INFRASTRUKTUR | | susBanc |_| PENGENDALIAN
STRATEQI DAN TEKNOLOGK PERATURAN | PENERIMAAN
PENERIMAAN INFORMASI PAJAK
SUBBIDANG SUBBIDANG
e renaziOL ARE o
™ PENGE) m =1 ] NE|
SGTENSE DATA INFORMAST PERATURAN I e
SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG sx,‘égg‘gggg PENGENDALIAN
me‘l:mb‘fésréam SISTEM INFORMASL DAN PELAYANAN PE‘“SJE,ASR'N
— L MANAJEMEN HUKUM — REnumsuucm
EKSTERNAL
) SUKU PADAR
mr“ncgl?'l“k"tllﬂl rmux"
KOTA ADMLMITTRAS! mﬁ:;“h
JULUNAGIAN
TATA UDAIIA
{
BUIRICANG
S
PENETAPAR PILAIAN, PEROGRANOAN
DM | |can praioswamax KEBZRATAN
TEADIHAK o DAN BANDINO
INIATAN PTOTAL KELOMPOK
l[ } JABATAN FUNGSIONAL
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Mengajukan

Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang

Lampiran 8
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Lampiran 9: Proses Pembuatan Mail Merge untuk Analisis Pengurangan

PBB-P2

WH9-3I- ANALISA PENGURANGAN PBB-P2 UTARA 18 [Compatibility Mode] - Microsoft Word o @ 0=
Home  Inset  Pagelayout  References | Mailings | Review  View o @
= =N =Y B [Rules - e H 4 P H ﬁi—i
@ ’“’=I \j \j 9% Mateh Fields g Find Reapient oy
Envelopes Labels | Start Mail| Select Edit Highlight Address Greeting Insert Merge Preview Finish &
Merge = [Recipients =|Recipient List | Merge Fields Elock  Lline Field- 3 UpdateLabels | pesytts S Auto Checkfor Ermors | perge -
Create Type New List.. Write & Insert Fields Preview Results Finish
[ Use Exsting List, O S A O AR SR O N K R B N K X N R X N OB WS G|
_ Select from Outlook Contadts.., o
N ANALISIS PENGURANGAN PBB-P2 TAHUN 2018
: Nomor :
o Tanggal :
. A Data Subjsk dan Objsk
7
- 1. Nama Waijib Pajak
N 2. MamatWajib Pajak
- 3. Alamat Objek Pajak
. 4. Nomor Objek Pajak (NOP)
B 5. Tahun Pajak
- 6. PBB-P2 Yang Terhutang
2 7. Kasifikasi Wajib Pajak
: B.  Dasar Hukum |
; 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Dagrah
o 2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
i 3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2
I C.  Persyaratan n
- o
2 1 Ec}o copy IKTE'W:EJIF] pajak i}{}a /I\cha‘k o

Page:1of1 | Words: 424

(4] Seloc: Data Source o] |8 Compatiilty Mode] - Microsoft Word
@@vl J0 v Pengurangan PBE 2018 ~ [#] [[search PEEZ0E P |
K 4 3 B
Organize + New folder - @ @ | ‘ £3Find Reapient =
_ < Finish &
B Desktop <1 Name Date modified Type lts | S Auto Check for Errors | Merge -
[ Downlosds Preview Resuts Finisn
W) ANALISA PENGURANGAN PBB-P2 UTAR... 7/20/20181242 PM _ Microsoft Word 9
&l Recent Places [ IR VAR VR RS 73

(53 Libraries
[E Documents
& Music
Pictures
B4 videos

1% Computer
&, Local Disk (C)
s Data (D3)
= Removable Disk 1 _

File name: Data Untuk Analisa Pengurangan PBB Tahun ~ | All Data Sources

291 Data Untuk Analisa Pengurangan PBE Ta..

7/30/2018 3:58 PM_ Microsoft Excel 97...

N PBB-P2 TAHUN 2018

<[

n »

B.

C.

ey oy

7: Klasifikasi Wajib Pajak
Dasar Hukum

1 Peraturan Dagrah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah

2 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2011 fentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2

Persyaratan

1. Foto copy KTP wajib pajak . Ada/Tidak

——

Page:1of1 | Words: 424

130%

L
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Lampiran 9: Proses Pembuatan Mail Merge untuk Analisis Pengurangan

PBB-P2 (Lanjutan)

@ -0 ANALISA PENGURANGAN PBB-P2 UTARA 18 [Compatibility Mode] - Microsoft Word = # R

Home  Inse  Pagelajout  References | Mailngs | Review  View @
b3 @ St =] P R =)
B2 Mateh Fields 5 | £qFind Recipient

Envelopes Labels | StartMail  Select Edit Highlight  Address Greeting Insert Merge review Finish &
Merge ~ Recipients~ Recipient List | Merge Fields Block  Line Field= 4 Update Labels | Results %Mﬂ Checkfor Errors | perge =
Create Start Mail Merge Write & Insert Fields Preview Results Finish
TN RS TF EA RS DR TN TR SRS KNEN X
@ [l Mg 3 e 18 6 17 18] view Merged Data
N ANALISIS PENGURY ~ Replace the merge fields in your
- dacument with actual data from
i Nom|  Your recipient list s0 you can see M
Tand What itlooks like.
- . Data SubiekdanQbick @ Press FL for more help.
N 1. Nama Wajh Pajak sNama_Wajib_Pajak_»
N 2. AlzmatWajb Pajak eAlamat_ Via._Pajsh ¥
3. Alamat Obek Pagk «Alamat_Objak,_Pajgk_»
- 4. Nomor Objek Pajak (NOP) aNOP_y
) 5. Tahun Paisk aTahun_Pajak_» =
i 6. PBEP2 Yang Terutang Rp-«PBB,_Terhutang_s,-
B 7. Kasiiesi Wajb Pajak Klasifikasi_Wajib_Pajak_»
i B. DasarHukum o
J 1. Peraturan Daerah Provinsi DKl Jakarta No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
ol 2. Pemturan Daerah Provinsi DK| JakartaNo. 16 Tahun 2011tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
i 3. Peraturan Gubemur Provingi DK| Jakarta No. 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan PEE-P2.
M C. Pemyaratan n
| 1. Foto copy KTP wajh pajzk Ada i Tilak
| 2. Foto copy Kattu Keluarga Ada [ Tdak
7 3. Surat pemyataan kurang mampu Ada I Tidak
B 4. SuratKeterangan tidak mampu dan Kelarahan Ada I Tdak
i 5. Foto copy rekening listk, airdan tekepon Ada i Telak
Al 6. Dokumen Lainnya Ada I Tdak
B 7. Wajb pajak fdlak memilki tunggakan PBE tahun sebelumnya Ya ITdak
- 3. Tdak melewatijangka waktu 3 {fga) bulan sejak diterimanya SPPTPER - Ya /Tidak
i D.  Analia Pemberan Pengurangan
K 1. Wajb Pajak adalsh orang Prbadi sudah berusia larjut { elmur WP_s tahun )
- 2 puzn waj Bunuh)
1 dantdakmemiiki penghasian lai, Rata-atz penghasian per bulan Rp.«Penghasian_WP_Perbulan_s ,- fcukupitdal
B cukup) untuk kebutuhan seharhar
| 3. PBBP2 Tahun 2018 (nakltidak naic ) daritahun sebelumnya (meningkat  tetap : aKenaikan_PBB_s%) d
- 4. Pengurangan PBR tahun 2017 adalsh sebesar «Pengurangan_Tahun_sebelumnya_s % 3
- 5. Alssan lainnya adalsh eAlasan_Lainnya_s. o
B = thsubn hesamya nsncurnaan ©

Page:1 of1 | Words: 405
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Lampiran 10: Lembar Analisis Pengurangan PBB-P2

ANALISIS PENGURANGAN PBB-P2 TAHUN 2013

MNomor
Tanggal :

A, Data Subjek dan Objek
]

Nama Waijib Pajak

Alamat Wajib Pajak
Alamat Objek Pajak
MNomor Objek Pajak {NOP) :
Tahun Pajak L2018

PBE-P2 Yang Terhutang . Rp.5181000.-
Klasifikasi Wajib Pajak . Orang Pribadi

Rl o

B.  Dasar Hukum
1. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Mo. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi DKl Jakarta Mo. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Peraturan Gubernur Provinsi DKl Jakarta No. 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan PBE-P2.

C. Persyaratan

1. Foto copy KTP waijib pajak . Ada / Tidak
2. Foto copy Kartu Keluarga . Ada/ Tidak
3. Surat pernyataan kurang mampu . Ada / Tidak
4. Burat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan . Ada / Tidak
5. Foto copy rekening listrik, air dan telepon . Ada/ Tidak
6. Dokumen Lainnya . Ada / Tidak
7. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan PBE tahun sebelumnya ©¥a [ Tidak
8. Tidak melewsti jangka waktu 3 (tiga) bulan ssjsk diterimanya SPPT PEB ©Ya /Tidak

D. Analisa Pemberian Pengurangan
1. Wajib Pajak adalah orang Pribadi sudah berusia lanjut { 63 tahun ).

2. Kemampuan wajib pajak sscara financial sangat tergantung dari penghasilan yang diterimanya (dari anakipensiunan, Buruh)
dan tidak memiliki penghasilan lain, Rata-rata penghasilan per bulan Rp 3000000. - (cukupiidak cukup) untuk kebutuhan
sehari-hari.

3 PEB-P2 Tahun 2018 ( naik/ tidak naik ) dari tahun sebelumnya (meningkat / tetap : 13%)
£ Pengurangan PEB tahun 2017 adalah sebesar 25 %
b. Alasan lasinnya adalsh Janda dan tidak berpenghasilan.

E Usulan besarnya pengurangan.

1. Usulan / rekomendasi UPPRD Kelapa Gading pengurangan PBB-P2Z Tahun 2018 diberikan sebesar 25 %.

2. Memperhatikan dan menimbang kondisi objek dan subjek pajak serta usulan UPPRD Kelapa Gading ssbagaimana telah
diuraikan diatas, maka Tim Pertimbangan Pengurangan mengusulkan untuk diberikan pengurangan ... .

TIM PERTIMEANGAN PENGURANGAN PBE-P2 TAHUN 201g|

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Robinson Sinaga 197110091%38031011 Ketua Tim

2 | Kartini Susanty Pardede 197210021938032004 Wakil Ketua Tim

3 | Okky Shabrina, 5.5TP 133010062010102001 Sekretaris Tim

4 Sukmawati 196109271532092001 Anggota Tim

5 | Irwanto 157101131531031004 Anggota Tim

6 | Muhamad Efendi 197703201997031004 Sekretariat

F.  Persstujuan/ disposisi Kepala Suku Badan Pajak dan Retrbusi Dasrah Kota Administrazi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulsuan Serbu

Disposisi:

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kiota Adminsitrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu,

H. Carto. SE,MSi
NIP 196902041991031005
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Lampiran 11: Proses Input Besaran Pengurangan PBB-P2 pada Aplikasi

Pajak Online SIMPBB

| @ swpsies \ Rv B v v Pager Sefeyv T

File Pendataan Penilaian Penetapan Penagihan Pembayaran

Parameter Keluaran
Input Permohonan

Cetak Tanda Terima
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKAI

BADAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH  AurBerkas
SUBAN JAKARTA UTARA Honitorng Pelayanan

Penelitian Persyaratan Pengurangan

» Kertas Kerja Perhitungan Pembebasan
Restitusi dan Kompensasi ¥ Berita Acara Peneltian Pengurangan
Pembetulan SPPT/ SKPD 4
Pembatalan SPPTISKP » Pengurangan Penghapusan Sanksi
Buku Penjagaan Penyelesaian Permohonan Pengurangan
Modul Pengurangan

Cetak File Keluaran
Penyerahan Berkas Pelayanan Selesai Ke WP

Case
User: OKKY SHABRINA, S.STP
Versi, 014034
@ swpopies ] Moy B v @ v Pager Sefeyr T
Window

2'5 Laporan Hasil Penelitian Lapangan Pengurangan PBB-P2

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN ATAS PENGURANGAN PBB-P2

No. Pelayanan [—[—[_"r
o I 0 ™ [

DataWP WPBadan DataTunggakan DataLain Hasi Peneltian ~Lampiran, Kesimpulan dan Usul ~Pefugas Cetak SK

Parameter

— Dokumen Penelitian
Nolwp [

Nomor Peraturan [ |

Kiiteria WP Pengurangan [ | %Pengenaan [
Jenis Pembebasan [ |

r—F (%) F jjuan (%)
Pembebasan [ Persetujuan [ o |
Pengurangan Pokok [ | Persetuvan [ |
Pengurangan Sanksi [ Persetujuan | |
PBB Terhutang
Sanksi Denda/Bunga l—

Pengenaan
Pembebasan

Pengurangan Pokok
Pengurangan Sanksi | Ketetapan |
PBB Yang Sudah Dibayar
[NV

Done B +/ Trusted sites | Protected Mode: Off A
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Lampiran 12: Proses Mencetak Surat Keputusan (SK) Pengurangan PBB-P2

pada Aplikasi Pajak Online SIMPBB

| @ swpsauies

B v B v # v Pagev Sefetyv Tool

File Pendataan Penilaian Penetapan Penagihan Pembayaran  Lihat Referensi
eluaran
Input Permohonan
Cetak Tanda Terima

72 Menu Utama

{ﬂ' PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKAI
B BADAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH  AlurBerkas g

SUBAN JAKARTA UTARA Monitoring Pelayanan d

Administrasi OP Baru dan Mutasi
Pengurangan

Keberatan

Restitusi dan Kompensasi
Pembetulan SPPT/ SKPD
Pembatalan SPPT/SKP

Penyerahan Berkas Pelayanan Selesai Ke WP

User: OKKY SHABRINA, S.STP

Versi. 2014.03.1
Done o Trusted sites| Protected Mode: Off v &
| @swpssies [l BB O @ haev Seyr Took
J

7 Cetak Tanda Terima dan SK

L EENECCNIEEN  Dokumen kode bayar ~ Cetak Dokumen Lainnya Cari Dokumen

- Cetak

(' Tanda Terima

(* 5K Penghapusan Sanksi

(" 5K Pengurangan Sekolah Swasta
(* 5K Pembebasan Sebagian

0 8K Pengurangan RS Swasta

(e ][ ][] cetm
—

Nomor Pelayanan

Menu Utama

/ Trusted sites| Protected Mode: Off G R
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Lampiran 12: Proses Mencetak Surat Keputusan (SK) Pengurangan PBB-P2

pada aplikasi pajak online SIMPBB (Lanjutan)

| @ spaE [ | B v B v @ v Pagev Sefetyv Tool

"7 Cetak Tanda Terima dan SK

(oLEIEIECCINIEEIN  Dokumen kode bayar  Cetak Dokumen Lainnya Cari Dokumen

- Cetak

" Tanda Terima

(5K Penghapusan Sanksi

() 8K Pengurangan Sekolah Swasta
(7 8K Pembebasan Sebagian

® SK Pengurangan Pokok

(8K Pengurangan RS Swasta

Nomor Pelayanan 2018 i
31

Menu Utama

o/ Trusted sites | Protected Mode: Off

@ spaues ] B v B v @ v Pager Sfetyy Too

-

v

£
-

>

b e
73 Cetak Tanda Terima dan 5K ; ”‘

WCELTELCHTIEEYN  Dokumen kode bayar  Cetak Dokumen Lainnya Cari Dokumen ‘ . E =
- Cetak KODE GROUP A % -

-

(O Tanda Terima
() 5K Penghapusan Sanksi Find 0%
(05K Pengurangan Sekolah Swasta
(0 8K Pembebasan Sebagian

85K Pengurangan Pokok

(0 8K Pengurangan RS Swasta

layanan  Thn_Pajak_Permohonan Nop
2018

q i |

Y
| Ve

Nomor Pelayanan 2018 _ Cetak

Menu Utama

Done B L  Trusted Ishes|Pmtected Mode: Off G

=
-



& SIMPBBWE - Window:

0

S

1@ http/10.15.90.192:7891 reportsever/506c3Uf64CTOy - Windows Intemet Explorer

73

| B 4| x[[P 8ing

4 () http://1015901937801 /reportsenver/S063UfBARCTDY

w

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 303 TAHUN 2018
TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

D
KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN

Menimbang :

KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

a.bahwa dengan surat Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak Daerah BUNADI MARIANTO
nomor - tanggal 16 Mei 2018 yang diterima Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota
Administrasi Jakarta Utara Dan Kabupaten Kepulauan Seribu berdasarkan tanda terima nomor
0309-201800081360 tanggal 16 Mei 2018 atas SPPT/ SKPD PBB- P2 nomor
317502000103802250 Tahun Pajak 2018 dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian
yang dituangkan dalam Laporan Hasil Peneliian pengurangan PBB- P2 nomor
LHP-0008136018/0309/2018 tanggal 19 Juli 2018 perlu diterbitkan keputusan atas
permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 dimaksud;

b. bahwa pert i i dalam huruf a, periu menetapkan
Keputusan Kepala Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

B~ v [ @ v Pagev Safetyv Tool

+/ Trusted sites | Protected Mode: Off
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Lampiran 13: Laporan Penelitian Formal

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KAB.KEPULAUAN SERIBU
Kantor Walikota Jakarta Utara Blok R Jin. Yos Sudarso No.27 — 29 Jakarta Utara
Telp/Fax : 021-4358788 Email : sbprd.utara@gmail.com
JAKARTA 14320

LAPORAN PENELITIAN FORMAL PENGURANGAN PBB-P2
WAIJIB PAJAK DAERAH BADAN

Nomor : /Lap.Formal/PKB/VI1/2018
Tanggal Juli 2018

Berdasarkan hasil penelitian permohonan pengurangan PBB-P2 tahun 2018 atas nama PT. X yang disampaikan
melalui surat permohonan nomor 000 tanggal 21 Mei 2018 hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2018 sebesar 50% dari PBB yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 704.633.445,- menjadi
sebesar Rp. 352.316.723,- yang diterima di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta
Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu tanggal 22 Mei 2018 dengan alasan:
a. Mulai bulan Januari 2015 perusahaan sudah tidak memperoleh penghasilan, dikarenakan penyewa
tidak lagi memperpanjang sewanya;
b. Saldo kas dan bank per 31 Desember 2017 seperti tercantum dalam laporan keuangan terlampir
adalah Rp. 165.697.535 dan tidak banyak perubahan sampai dengan saat ini;
c. Tahun 2017 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.388.460.414 seperti tercantum dalam
laporan keuangan terlampir;
d. Pada Tahun 2017 perusahaan telah memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp
74.794.641 dari total terutang sebesar Rp 623.287.845

Sehubungan hal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
I Data Wajib pajak
Permohonan Pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak dibuat dalam suatu surat yang di tandatangani oleh
(Nama Direktur Utama), atas nama :

Nama Wajib : PT. X
Alamat Wajib Pajak :

Alamat Obyek Pajak

Nomor Obyek pajak - 2018

SPPT PBB-P2 Tahun Pajak | : Rp. 704.633.445

Pajak Terutang : Tujuh ratus empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus
Terbilang ¢ empat puluh lima rupiah

. Permohonan Wajib pajak :
Permohonan pengurangan PBB-P2 Tahun Pajak 2018 sebesar: 50%

1. Syarat Formal (Sesuai Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012)

No Keterangan Ya/Tidak

1. Diajukan secara tertulis memuat nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam
SPPT/SKPD,NOP, Alamat Obyek Pajak dan Tahun PBB-P2 yang di mohonkan, serta ditujukan v
kepada pejabat sesuai kewenangan 8

2 1 permohonan untuk 1 SPPT PBB-P2 Ya

3 Diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia Ya
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Lampiran 13: Laporan Penelitian Formal (Lanjutan)

4 Mencantumkan Prosentase pengurangan Ya 50%
5 Mencantumkan alasan permohonan pengurangan dengan jelas Ya

6 Foto copy SPPT-PBB-P2 yang di mohonkan 2018
7 Ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya Ya

8 Surat Kuasa bermaterai cukup jika dikuasakan -

9 Tidak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT PBB-P2 (sesuai hasil Ya

konfirmasi kepada wajib pajak bahwa terlambatnya dalam mengajukan permohonan
pengurangan karena diluar kemampuan wajib pajak sesuai surat pernyataan terlampir)

10 | Tidak melewati jangka waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal terjadinya bencana alam -

11 | Tidak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa -

12 | Bukti tidak terpenuhinya jangka waktu karena keadaan diluar kuasanya -

13 | Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 atas obyek yang di mohonkan Ya
14 | Surat pernyataan tidak mengajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 Ya
15 | Surat pernyataan tidak mengajukan banding (pengurangan atas SK Keberatan) Tidak

Catatan keterangan syarat formal:

1. Wajib pajak belum melampirkan surat pernyataan tidak mengajukan banding.

v. Hasil Penelitian **)
1. Berdasarkan bukti tanda terima SPPT PBB-P2 diketahui bahwa wajib pajak menerima SPPT PBB-P2
tahun pajak 2018 tanggal 4 Mei 2018 sementara permohonan pengurangan PBB-P2 tahun pajak
2017 atas nama wajib pajak PT. X NOP. 31.75.xxx diterima Suban PRD Kota Adm Jakarta Utara dan
Kabupaten Kepulauan Seribu pada tanggal 22 Mei 2018 atau 18 hari, dengan demikian syarat

jangka waktu pengajuan pengurangan PBB-P2 terpenuhi/tidak-terpenuhi.
2. Permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak telah/tidak*) memenuhi persyaratan formal Pasal
6 Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012

V. Kesimpulan
Dengan memperhatikan uraian di atas, disimpulkan bahwa permohonan pengurangan PBB-P2 tahun
pajak 2018 oleh Wajib Pajak PT. X NOP. 31.75.00x memenuhi/tidak-memenuhi*) persyaratan formal
dan karenanya permohonan Wajib pajak dapat/tidak-dapat*) diproses lebih lanjut.

Jakarta, Juli2018
Petugas Peneliti :

Okky Shabrina, S.STP.
NIP 199010062010102001

Diperiksa :

Kepala Subbid Penyelesaian
Pengurangan Keberatan dan Banding

Robinson Sinaga, S.Kom, M.SE
NIP 197110091998031011

*) cantumkan salah satu

**) disesuaikan
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Lampiran 14: Laporan Penelitian Materil

PEMERINTAH PROVINSI PDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
] KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KAB.KEPULAUAN SERIBU
‘ Kantor Walikota Jakarta Utara Blok R JIn. Yos Sudarso No.27 — 29 Jakarta Utara

Telp/Fax : 021-4358788 Email : sbprd utara@gmail. com
JAKARTA 14320

LAPORAN HASIL PENELITIAN MATERIAL
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) WAJIB PAJAK DAERAH BADAN
NOMOR : /Lap.Materiil/PPKB/2018

Hasil penelitian administrasi permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Wajib Pajak PT X adalah sebagai berikut :

I. Data Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak : |PTX

Alamat Wajib Pajak 2

Alamat Objek Pajak

Nomor Objek Pajak :

SPPT Tahun : [ 2018

Pajak Terhutang . | Rp.704.633.445,- (tujuh ratus empat juta enam ratus tiga
puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima)

Surat Permohonan : | Nomor 000 Tanggal 21 Mei 2018 Perihal Permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018

Il. Besarnya permohonan pengurangan : 50% (lima puluh persen)

lll. Dokumen yang diperoleh (Pasal 9 Peraturan Gubernur No. 211 Tahun 2012) :

No Keterangan | Ada/Tidak ada
Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak
sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin

1 | Fotokopi KTP Pengurus Ada
2 | Fotokopi Putusan Pailit (untuk perusahaan yang pailit) Tidak ada
3 | Fotokopi laporan keuangan minimal 3 (tiga) tahun terakhir 2015 s.d. 2017
4 | Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak sebelumnya | 2015 s.d. 2017
(minimal 3 (tiga) tahun terakhir)
5 | Fotokopi SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya 2017
6 | Bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya Lunas
7 | Fotokopi Dokumen pendukung lain (jika ada):
a. laporan audit akuntan publik Ada
b. putusan pengadilan yang berkaitan dengan kondisi perusahaan | Tidak ada
c. SK pengurangan PBB-P2 tahun sebelumnya dil 2017
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IV. Hasil Penelitian dan Analisa

A. Formal:

1

B. Materiil

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2 yang disampaikan
melalui surat permohonan nomor 000 tanggal 21 Mei 2018 hal Permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 diterima Suku Badan Pajak
dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan
Seribu tanggal 22 Mei 2018 untuk SPPT PBB-P2 NOP. 31.75.xxx

Surat permohonan diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan
besamya persentase pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dengan disertai
alasan, sebagai berikut:

a. Mulai bulan Januari 2015 perusahaan sudah tidak memperoleh penghasilan,
dikarenakan penyewa tidak lagi memperpanjang sewanya;

b. Saldo kas dan bank per 31 Desember 2017 seperti tercantum dalam laporan
keuangan terlampir adalah Rp.165.697.535 dan tidak banyak perubahan sampai
dengan saat ini;

c. Tahun 2017 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.388.460.414
seperti tercantum dalam laporan keuangan terlampir.

d. Pada Tahun 2017 perusahaan telah memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan sebesar Rp, 74.794.641 dari total terutang sebesar Rp. 623.287.845

Surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan
kepada Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta
Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu dengan agenda surat masuk nomor 000
tanggal 22 Mei 2018 hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2018 atas nama PT X NOP. 31.75.0x

Melampirkan fotokopi SPPT PBB-P2 tahun pajak 2017 dan 2018 NOP. 31.75.xxx
Surat permohonan pengurangan ditandatangani oleh Direktur Utama PT X.

Tanggal pengajuan permohonan pengurangan memenuhi ketentuan jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, dimana SPPT PBB-P2 diterima
tanggal 4 Mei 2018 dan permohonan diajukan pada tanggal 22 Mei 2018 atau
delapan belas hari

Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang
dimohonkan pengurangan.

Tidak mengajukan keberatan atau banding atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2
yang dimohonkan pengurangan.

Kondisi Wajib Pajak

1. Dalam surat permohonannya Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan
sebesar 50% dari PBB-P2 tahun pajak 2018 terutang, Rp 704.633.445,- (tujuh ratus
empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

2. Laba (rugi) tahun berjalan Wajib Pajak berdasarkan laporan keuangan yang disajikan
adalah sebagai berikut:

a. Tahun Pajak 2015 (Rp. 1.005.446.606,-)
b. Tahun Pajak 2016 (Rp. 6.885.494.069,-)
c. Tahun Pajak 2017 (Rp. 4.388.460.414,-)
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3. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan dengan alasan sebagai berikut:

a. Mulai bulan Januari 2015 perusahaan sudah tidak memperoleh penghasilan,
dikarenakan penyewa tidak lagi memperpanjang sewanya,

b. Saldo kas dan bank per 31 Desember 2017 seperti tercantum dalam laporan
keuangan terlampir adalah Rp.165.697.535 dan tidak banyak perubahan sampai
dengan saat ini;

c. Tahun 2017 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.388.460.414
seperti tercantum dalam laporan keuangan terlampir.

d. Pada Tahun 2017 perusahaan telah memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan sebesar Rp. 74.794.641 dari total terutang sebesar Rp. 623.287.845

4. Pada Tahun 2017 perusahaan telah memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan sebesar Rp 74.794.541 dari total terutang sebesar Rp 623.287.845. Bahwa
alasan-alasan yang dikemukakan Wajib Pajak sesuai dengan kondisi
lapangan dan dokumen berikut:

1) SPT Tahun 2017.
2) Laporan Keuangan Tahun 2016 yang telah diaudit beserta SPT Tahun 2016
3) Laporan Keuangan Tahun 2017 yang telah diaudit beserta SPT Tahun 2017

5. Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang patuh tidak memiliki tunggakan PBB-P2 dan
selalu memenuhi kewajibannya

Kondisi Objek Pajak

1, Objek Pajak dimaksud berupa tanah dan bangunan atas nama PT. X sebagaimana
tertera pada SPPT PBB NOP. 31.75.xxx dengan luas bumi 12.105 m2 dan luas
bangunan 7.481 m2 tidak dimanfaatkan/ tidak aktif, sesuai Berita Acara Penelitian
Lapangan Nomor xxx dengan hasil sebagai berikut:

a. Alamat dan data sesuai dengan yang tercantum di dokumen Wajib Pajak

b. Kondisi usaha sudah tidak ada aktifitas

c. Kondisi Objek Pajak berupa bangunan pabrik/ gudang kosong yang sudah tidak
beroperasi

d. Bangunan dalam keadaan sudah tidak baik

e. Objek Pajak dalam keadaan kosong, tidak ditemukan subjek pajak atau karyawan di

lokasi Objek
2. Ketetapan PBB-P2
TAHUN KETETAPAN (Rp.) KENAIKAN (%)
2016 620 647.413
2017 623.287.845 0.43
2018 704.633.445 13.1

Tahun 2018 terdapat kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dengan kenaikan
persentase ketetapan PBB-P2 pada tahun 2018 sebesar 13.1% dari tahun 2017 yang
disebabkan penyesuaian harga pasar.

3. Data pengurangan PBB-P2 dua tahun terakhir

KETETAPAN SETELAH

TAHUN | KETETAPAN (Rp.) | PENGURANGAN PENGURANGAN

2015 620.647.413 111.716.534 (18%) 508.930.879
2017 623.287.845 74.794.541 (12%) 548.493.304
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Analisa Keuangan
Analisa Laporan Keuangan :
a. Waijib Pajak menyerahkan fotokopi SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun

pajak 2015, 2016, dan 2017 serta menyerahkan laporan keuangan Tahun 2015,
2016, dan 2017 yang telah diaudit.

b. Pada laporan laba rugi tahun 2017 tercatat bahwa beban perusahaan hanya
terdiri dari beban umum dan administrasi yang tidak berhubungan langsung
dengan aktivitas perusahaan yang berbentuk perusahaan manufaktur.

c. Selain data di atas, Waijib Pajak juga menyampaikan laporan keuangan sampai

dengan posisi tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1)

2)

Neraca

Jumlah kas dan setara kas sejumlah Rp.165.697.535,- (seratus enam puluh lima

juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)

Laporan Rugi Laba

POS

JUMLAH (RP)

Penjualan

Harga Pokok Penjualan

200.000.000
(4.037.607.110)

Laba/ (Rugi) Kotor

(3.837.607.110)

Beban Umum Dan Administrasi
Beban Penjualan

Jumlah Beban Usaha

(550.493.304)
0
(550.493.304)

Laba/ (Rugi) Usaha

(4.388.100.414)

Pendapatan Jasa Giro 0
Pendapatan Lain-Lain 0
Biaya Bunga Dan Provisi Bank 0
Biaya Lain-Lain 0
Rugi Setelah Selisi Kurs 0
PPH Jasa Giro 0
Beban Bunga Administrasi Bank (360.000)
Laba Selisi Kurs 0
Jumliah Pendapatan (Beban) Lain-Lain (360.000)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (4.388.460.414)
Penyisihan Pajak Penghasilan 0

Saldo Laba (Rugi) Setelah Pajak

(4.388.460.414)
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2. Analisa Rasio Likuiditas
a. Cash ratio (data 2 tahun berturut-turut)

Tahun 2017: kas dan setarakas 165.697.535 : 0,34% <100% | Kesulitan
Pasiva Lancar 48.835.821.744

Tahun 2016: kas dan setarakas : 166.057.535 : 0,36% <100% | Kesulitan
Pasiva Lancar 46.373.895.002

dari perbandingan rasio antara jumlah setara kas dengan jumlah pasiva lancar tahun
2016 dan 2017 diketahui bahwa perusahaan mengalami kesulitan apabila memenuhi
kewajiban jangka pendeknya melalui kas yang dimilikinya.

Keterangan :

1. <100% : WP kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui aktiva
lancar yang dimiliki

2.>100% : WP tidak mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui
aktiva lancar yang dimiliki

b. Acid Test Ratio/Quick Ratio (data 2 tahun berturut-turut)

Aktiva lancar -
Tahun 2017: persediaan 2 10.864.131.366 : 22,25% >100% | Kesulitan
Pasiva Lancar 48.835.821.744
Aktiva lancar -
Tahun 2016: persediaan : 10.864.491.366 : 23,43% >100% | Kesulitan
Pasiva Lancar 46.373.895.002

Sesuai data rasio cepat perusahaan pada tahun 2016 dan tahun 2017, diketahui
bahwa perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dari
pencairan sebagian asset lancarnya yang paling likuid.

Keterangan :

1. <100% : WP kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui aktiva
lancar yang dimiliki

2. >100% : WP tidak mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya
melalui aktiva lancar yang dimiliki

c. Current Ratio (data 2 tahun berturut-turut)

Tahun 2017: Aktiva Lancar 3 10.864.131.368 : 22,25% <100% | Tidak
Pasiva Lancar 48.835.821.744 Likuid
Tahun 2016: Aktiva Lancar g 14.886.016.466 : 32,10% <100% | Tidak
Pasiva Lancar 46.373.895.002 Likuid

Rasio likuiditas perusahaan di atas, menjelaskan bahwa kondisi keuangan
perusahaan menurun di tahun 2016, tahun 2017, dan perusahaan tidak mampu
memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan seluruh aktiva lancar.
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Keterangan:

1

2

<100% :

>100% :

81

Tidak likuidWPD tidak mampu memenuhi kewajiban jangka
pendeknya walau menggunakan aktiva lancar

Likuid/WPD mampu memenubhi

dengan menggunakan aktiva lancar

3. Analisis Rasio Solvabilitas
a. Rasio Hutang Modal (data 2 tahun berturut-turut)

Tahun 2017: Total hutang 48,835,821,744 32.88% <100%
Modal (equity) 148,544,667,999

Tahun 2016: Total hutang 11.745.955.439 30,32%  <100%
Modal (equity) 18.362.114.914

kewajiban jangka pendeknya

Sesuai data perbandingan di atas, diketahui bahwa hutang tidak seluruhnya dibiayai dari
modal sendiri. Keterangan :

1. <100%:
2 >100%:

b. Rasio Hutang Total Aktiva

Hutang tidak seluruhnya dibiayai dari modal sendiri

Hutang seluruhnya dibiayai dari modal sendiri

Tahun 2017: Total hutang 48.835.821.744 24,74% <100% | insolvable
Total aktiva 197.380.489.743

Tahun 2016: Total hutang 46.373.895.002 23.27% <100% | insolvable
Total aktiva 199.307.023415

Sesuai data rasio aktiva terhadap hutang jangka panjang perusahaan tahun 2016, 2017

di atas,

diketahui

bahwa kekayaan perusahaan tidak cukup untuk membayar

semua hutang-hutangnya (solvable).

Keterangan :
1. <100% :

2. >100%:

Insolvabel/kekayaan perusahaan tidak cukup untuk membayar
semua hutangnya

Solvabel/memiliki
hutangnya

kekayaan yang cukup untuk membayar semua

4. Perbandingan Jumlah Penghasilan kotor dan kerugian Wajib Pajak
berdasarkan Laporan Keuangan :
tahun isi
No Uraian selisih
2016 2017 Rp % Ket.
Peredaran usaha -
= (251,967,28) | (3,837,607,110) | (3,585,639,822) | 1423.0577% | 2017<2016
2 | rugifiaba (6,885,494,069) | (4,388,100,414) | (2,497,303,655) | 36270%% | 501752016
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5. Ketetapan PBB-P2 Terhutang Terhadap Wajib Pajak
a. Wajib Pajak selalu memenuhi kewajiban PBB-P2 nya.

b. Jumlah ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2018 adalah Rp.704.633.445.-
sementara jumlah ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2017 adalah Rp.623.287.845sehingga
jumlah persentase kenaikan ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2018 dibandingkan tahun
pajak 2017 adalah sebesar 13.6%.

V. Kesimpulan dan Usul
A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 2 huruf b Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta nomor 211 tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 28 Desember 2012 disebutkan bahwa
pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak badan yang mengalami
kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak
dapat memenuhi kewajiban rutin.

2. Dalam laporan laba rugi tahun 2017 dan data dalam SPT Tahunan PPh Badan
diketahui bahwa Wajib Pajak mengalami kerugian, selain itu atas dasar yang sama
diketahui pada tahun 2016 juga diketahui bahwa Wajib Pajak mengalami kerugian.

3. Sesuai neraca tahun 2017 tercatat bahwa hutang lancar usaha selama setahun
adalah Rp.48.835.821.744 dan apabila dibandingkan dengan saldo kas dan setara
kas pada tahun yang sama sejumlah Rp. 165.697.535,- maka dapat disimpulkan
bahwa perusahaan kesulitan untuk memenuhi beban operasi perusahaan dari aset
lancar yang likuid..

4. Analisis Rasio Laporan Keuangan Wajib Pajak :

NO |TAHUN LIKUIDITAS SOLVABILITAS
2017 32.10% tidak likuid 30,32% Insolvabel
2. 2016 22.25% tidak likuid 32.88% Insolvabel

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Wajib Pajak kesulitan
memenuhi kewajiban jangka pendek hanya dengan pencairan asset lancarnya
Current Ratio tahun 2016 pada tingkat 32,10% dan tahun 2017 pada tingkat
22.25%, dan tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk melunasi seluruh
hutang-hutang yang ada (Rasio total hutang terhadap total aktiva tahun 2016
pada tingkat 30,32%% dan tahun 2017 pada tingkat 32,88%). Kondisi keuangan
Wajib Pajak dalam tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahwa dirinya dalam
keadaan kesulitan likuiditas dan Insolvabel atau dengan kata lain perusahaan
dengan keadaan keuangan yang kurang baik dan sedang mengalami kesulitan
keuangan dalam jangka pendek dan tidak memiliki kemampuan membayar
dengan modal yang cukup.

5. Waijib Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir selalu memenuhi kewajiban PBB-P2.

Penghasilan kotor tahun 2017 lebih besar jika dibandingkan penghasilan tahun
2016.

7. Persentase kenaikan ketetapan PBB-P2 tahun 2018 dari 2017 adalah 13,6%.

8. Sesuai Pasal 2 angka 2 huruf b Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta nomor 211
tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
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dan Perkotaan tanggal 28 Desember 2012 disebutkan bahwa pengurangan PBB-P2
dapat diberikan kepada Waijib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan
likuiditas pada tahun pajak sebelumnya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban
rutin, maka berdasarkan Kertas Kerja Perhitungan Besarnya Pengurangan PBB-P2
untuk Wajib Pajak PT X NOP.31.75.0 mengalami kerugian dan Inlikuid dan
Insolvable.

B. Usul
Data sebagaimana tersebut di atas menunjukan bahwa Wajib Pajak :

1. Pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 mengalami kerugian sebagaimana tertera pada
laporan rugi laba serta SPT Tahunan Badan Tahun 2017 dan Tahun 2016 karena tidak
ada operasi perusahaan.

Selalu memenuh kewajiban PBB-P2

Kondisi keuangan waijib pajak dalam keadaan Rugi dan Inlikuid serta Insolvable dengan
demikian permohonan wajib pajak PT X NOP.31.75.0 memenuhi persyaratan
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 angka 2 huruf b Peraturan Gubermnur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 211 Tahun 2012, Yaitu bahwa persyaratan kerugian dan
kesulitan likuiditas bersifat komulatif pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak
dapat memenuhi kewajiban rutin.

Memperhatikan data dan hasil penelitian di atas, maka peneliti mengusulkan pengajuan
permohonan pengurangan PBB-P2 tahun 2017 atas nama PT X NOP.31.75.xxx mengabulkan

sebagian
Jakarta, Juli 2017
Petugas Peneliti:
Kasubbid Penyelesaian Kasubbid Penilaian, Pemeriksaan Kasubbag Tata Usaha,
Pengurangan, Keberatan dan dan Pengawasan Pajak,
Banding,
Robinson Sinaga,S.Kom, M.SE Kartini S. Pardede, S.E, M.Si, Ak Sukmawati, SE
NIP.197110091998031011 NIP.197210021998032004 NIP.196109271982092001
Staf subbid Penyelesaian Pengurangan, Kasubbid Penetapan dan Staf subbid Penyelesaian
Keberatan dan Banding, Penagihan, Pengurangan, Keberatan dan
Banding,
Okky Shabrina, S.STP. H. Irwanto, SE M. Effendi
NIP 199010062010102001 NIP.197101131991031004 NIP.197703201997031004

Menyetujui
Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Administrasi Jakarta Utara dan
Kabupaten Kepulauan Seribu,

H. Carto, SE. M.Si
NIP.196902041991031005
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HH9- |5 perhitungan rasio - Microsoft Excel 2 2
_F\_Ii Home Insert Page Layout Formulas Data Review View v 0 o@ 8
57 M f | 20172016 v
5 D E F G H 1 K M N 0 P Q R s ;
1 PERHITUNGAN PENGURANGAN PT X ]
2
3 | cashratio
tahun selisih
4 | |Tahun 2017: kas dan setara kas 165,697,535 : 0.34% <100% no Uraian Keterangan
5 Pasiva Lancar 48,835,821,744 2016 2017 Rp %
6 Tahun 2016: kas dan setara kas 166,057,535 : 036% <100% 1 Peredaran usaha (251,967,288)| (3,837,607,110) 3,585,639,822 |-1423.0577%( 2017-2016 g
7 Pasiva Lancar 46,373,895,002 2 rugiflaba (6,885,494,069) (4,388,100,414) (2,497,393,655)| 36.2704% | 2017:2016 1
8 | acidtest ratio
Aktiva lancar -
9 | |Tahun 2017: persediaan 10,864,131,366 : 22.25% <100%
10 Pasiva Lancar 48,835,821,744
Aktiva lancar - i
11| |Tahun 2016: persediaan 10,864,491,366 : 2343% <100%
12 Pasiva Lancar 46,373,895,002 B
13| current ratioflikuiditas
14| (Tahun 2017: Aktiva Lancar 10864131368 :  2225% <100%
15 Pasiva Lancar 48,835,811,744
16 (Tahun 2016: Aktiva Lancar 14886016466 - 32.10% <100%
17 Pasiva Lancar 46,373,895,002
18| rasiosolvabilitas
19| (Tahun 2017:total hutang 48835821744 :  3288% <100%
20 modal [equity] 148,544,667 939
21 |Tahun 2016:total hutang 46,373,895,002 :  3032% <100%
22 modal (equity) 152,933,128 413
23 hutang terhadap aktiva
24| |Tahun 2017:total hutang 48,835,821,744 : 2474%  <100%
25 total aktiva 197,380,488,743
26| |Tahun 2016: total hutang 46373805002 :  2327% <100%
27 total aktiva 199,307,023,415 o
4 4+ W] Sheet1 Sheet? . Sheet3 “¥J T« u [v]
|[EEm sz 00 3)

Ready |
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Badan

\E_l Lamp 12 Kertas Kerja [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

Al B C E F G H J K

2 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

3 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

4 SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KAB.KEPULAUAN SERIBU
5 Kantor Walikota Jakarta Utara Blok R JIn. Yos Sudarso No.27 — 29 Jakarta Utara
[ Telp/Fax : 021-4358788 Email r : mail com
JAKARTA 14320

7

8

9 KERTAS KERJA PERHITUNGAN PROSENTASE PENGURANGAN PBB-P2 WAIIB PAJAK DAERAH BADAN

10 SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH+A 10 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
11 |I. IDENTITAS

12 1 NamaWwpD : PTX

13 2 NOP 31.75.30¢ Jenis Usaha :

14 3 PBB Terutang 3 (Tiga) Tahun Terakhir

15

16 Tahun Ketetapan BB Terut % Kenaikan Dari Tahun Sebelumnya
17 NJOP Bumi NJO NJOP Bumi  [NJOP Bangunan| PBB Terutang
18 1 2 4 5 6 7
19 2016 185,556,275,000 620,647,413

20 2017 | 198,800,415,000 623,287,845 1.7% 0.0% 0.4%
21 2018 225,915,615,000 8,577,200,000 704,633,445 13.6% 0.0% 13.1%
22 Rata-rata Kenaikan 0.8% 0.0% 0.2%
23
EII BERIAN PENGURANGAN DARI PBB TERUTANG *) | !
25

26 No. Faktor Pengurangan Variabel Bobot % Pemberian % Usulan Keterangan
27 Pengurangan pengurangan | Pengurangan

28 1 2 3 3 4(3*1,05) 5 5
29 1 |wajib Pajak mengalami a. = 300% lebih besar dari th lalu 19.11 20

30 kerugian usaha b. 200 % s.d. 299% lebih besar dr thlalu 9.55 10

31 (berdasarkan laporan keu- c 100 % s.d. 199% lebih besar dr th lalu 5.10 5

32 angan dan diutamakan dari d 25 % s.d. 99% lebih besar dr th lalu 3.18 3

33 akuntan publik) e 0% s.d. 24% (relatif sama dr th lalu) 1.91 2 2

34 f. tidak mengalami kerugian 0.00 0

30

37 2 [Penghasilan kotor a. > 300% lebih rendah dari th lalu 9.55 10 10

38 sebelum pajak (berdasarkan b. 200 % 5.d. 299% lebih rendah dr th lalu 6.37 7

39 laporan keuangan WP dan c. 100 % s.d. 199% lebih rendah dr th lalu 3.82 4

40 diutamakan dari akuntan d 25 % 5.d. 99% lebih rendah dr th lalu 191 2

41 publik) 8, 0% s.d. 24% (relatif sama dr th lalu) 1.27 1

42 f. Lehih hesar dari tahun lalu 0.00 0

43 Jumiah 2 10

44 3 [Kondisi Objek Pajak a. Tidak baik/tidak terawat/kumuh 3.18] 3 3

45 Berdasarkan peninjauan b. Cukup baik/kondisi sedang 1.91 2 tidak baik
46 lapangan atau keterangan c. Baik 127 1

47 lain d. Sangat Baik 0.00 0
48| Jumlah 637 3

49 4 [Keadaan Keuangan a. inlikuid daﬂiﬂ“rang baik 9.55 10 10

50 berdasarkan analisis b. mhkuwd1e1ap\llvabe\fllra_ AN A 5.73 6

51 rasio keuangan c likuid tetapi i ukuﬂbju ' ‘ “ 0.00 0

52 d likuiddansolvabel /haik @ B W 8 B 0.00 0

53 n "l W] W

5 L J

55 Jumlah so N w0

56 5 |Rata-rata kenaikan a > 300% 6.37 7

57 PBB Terutang 2 th terakhir b. 200% s.d. 299% 4.45 5

58 berdasarkan SPPT c 100% s.d. 199% 3.18 3

59 (ketetapan PBB) d. 51%s.d. 99% 191 2

60 e 21% 5.d. 50% 0.64] 1

61 f. < 20% 0.00] 0 o

62 Jumlah sl o

63 6 |Pemberian pengurangan Maksimal diberikan 50%

64 tahun lalu **) 2015 111,716,534 18.00%

65 (SK pengurangan terlampir)  [Nomor SK 2017| 74,794,541 12.00%

66 tanggal

67 % pengurangan
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Lampiran 16: Kertas Kerja Perhitungan Persentase Pengurangan PBB-P2

Badan

Lamp 12 Kertas Kerja [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

A B c D E F G H J K
70
" Pengurangan pengurangan | Pengurangan
72 1 2 3 3 4(3*1,05) 5
73
74 7 |Keadaan diluar kekuasaan maksimal diberikan pengurangan
75 'Wajib Pajak/bencana alam/  |sebesar 50%
76 sebab-sebab lain atas
i kondisi objek pajak **)
78 lumlah
) Jumlah keseluruhan % Bobot
80 Jumlah % ian pengurang:
a1 Jumlah % e
82 Usulan Prosenta: ) 25
83 | Keterangan:*)PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan, dgn syard (Dua belas persen)
84 **| Apabila dipandang perlu

*) pilih salah satu

I. Catatan :
87
88 IV. Ketetapan PBB-P2 sebelum pengurangan : Rp.  704,633,445.00
89 Ketetapan PBB-P2 pengurangan : Rp.  183,204,695.70 atau 25.00 %
90 Ketetapan PBB-P2 setelah pengurangan : Rp.  521,428,749.30
£l
92
9 Petugas Pemeriksa Petugas Peneliti
9 Menyetujui:
aa
96 Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
97 Kota Administrasi Jakarta Utara Dan )
98 Kabupaten Kepulauan Seribu, Robinson Sinaga 3. Sukmawati 1. OkkyShabrina
99
i H. Carto, SE, M.Si 2. M. Effendi
0 _ NIP. 196902041991031005 Kartinis. Pardede 4.H.Irwanto -
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Lampiran 17: Arsip SK dan Berkas Permohonan PBB-P2 Orang Pribadi
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Lampiran 18: Surat-surat SBPRD

ESTORMN

[0
ALERANGAN
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Lampiran 19: Kartu Konsultasi Bimbingan PKL
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